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 Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Swt. 
karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga buku ini 
terselesaikan. Sholawat kepada Rasulullah Saw. sebagai figur 
teladan yang membawa risalah ketauhidan untuk rahmatn lil 
alamin guna membangun peradaban yang agung. 
Buku yang berjudul “Konstruksi Penemuan Hukum 
Melalui Ijtihad” disusun karena terinspirasi oleh dan untuk 
memenuhi hajat para mahasiswa, para khalayak yang konsens 
terhadap dinamika hukum (Islamic Law)sebagai salah satu tradisi 
hukum yang besar di dunia ini dan dianut berbagai negara dengan 
karakteristik masing-masing.  
Oleh karena itu, dengan izin Allah Swt., penulis menuangkan 
tulisan yang dapat menjadi referensi dalam khasanah dalam 
bidang ilmu Hukum, ilmu Syariah/Hukum Islam untuk 
membangun ketertiban sosial kemasyarakatan yang berkeadaban 
berdasarkan nilai-nilai universal atas kandungan hukum Islam 
sebagai bagian dari akidah/ ajaran agama Islam. 
 Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Untuk menyempurnakannya di masa mendatang, 
kami senantiasa mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari 
pembaca. 
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 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada istri tercinta Imelda Wahyuni, dan putra-putri kami; Andi 
Alif Izza Patodongi, Andi Alisha Zhafira, yang telah menemani 
penulis dalam suka dan duka dalam menjalani kehidupan. Tak 
lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat 
penulis yang telah memberikan makna persahabatan yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu di sini. 
 Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan ridha dan 
rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga tulisan ini ada 
manfaatnya dalam peningkatan pengetahuan dalam bidang ilmu 
hukum/ilmu Syariah/Hukum Islam menuju peradaban 
bermartabat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Penemuan hukum melalui ijtihad merupakan sebuah istilah 
yang cukup populer di kalangan umat Islam, terlebih di bidang 
pengkajian yuris Islam. Ijtihad dipahami sebagai instrumen untuk 
melakukan pembaruan-pembaruan terhadap hukum Islam untuk 
disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penemuan hukum 
melalui ijtihad memiliki posisi yang sangat urgen dalam 
mengonstruksi dan membina hukum Islam agar dapat terus 
mewujud dalam pranata-pranata kehidupan manusia. 
Umat Islam dewasa ini berhadapan dengan berbagai macam 
tantangan global dan permasalahan baru yang belum pernah 
dibahas oleh ulama terdahulu. Hal ini harus mendapatkan 
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jawaban melalui penalaran ijtihad. Ijtihad harus digalakkan 
sebagai sarana pengkajian hukum Islam.1 Ijtihad terhadap 
masalah-masalah baru dengan metode yang tepat mutlak 
diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah 
baru yang timbul dalam kehidupan sehari-hari sudah disediakan 
pemecahannya dalam Alquran dan Sunah, kias serta ijmak para 
ulama. Saat ini, ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam 
bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi kemutlakan 
yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. 
Melaksanakan ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah 
hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan 
dapat mengikuti perkembangan zaman serta tetap diperlukan 
oleh umat Islam dalam mengatur kehidupannya. 
Sejarah Islam modern ditandai dengan banyak peristiwa 
yang membedakan periode ini dengan periode sebelumnya. Dua 
di antara peristiwa tersebut sangat mendasar sifatnya dan besar 
sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum 
Islam pada masa-masa akan datang. Pertama, peristiwa 
merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide 
nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi 
dan lain-lain, yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah 
struktur kebudayaan Islam klasik baik pada tingkat sosial 
kemasyarakatan  maupun pada tingkat politik kenegaraan. Kedua, 
peristiwa runtuhnya tradisi khilafah berganti dengan sistem 
kekuasaan negara nasional. Umat Islam yang sebelumnya bersatu 
dalam kekuasaan imperium Islam, dan akhirnya jatuh dalam 
kolonial Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan 
                                                             
1
Minhajuddin, Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih 
Islam, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih pada 
Fakultas Syariah (disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa” IAIN 
Alauddin Makassar, 31 Mei 2004) h. 9  
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membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka 
kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara 
Muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum 
nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing. 
Hingga pertengahan abad ke-9 M, upaya penemuan hukum 
dengan mengoptimalkan penalaran melalui ijtihad, para sarjana 
secara bebas memanfaatkannya dari berbagai aliran hukum Islam 
klasik, yang sering dirujuk sebagai opini, tanpa menimbulkan 
masalah serius di kalangan kaum muslimin. Setelah periode 
formatif hukum Islam berakhir, mulai muncul masalah tentang 
siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan penemuan 
hukum melalui ijtihad. Pada pertengahan abad ke-9, muncul 
gagasan bahwa hanya para sarjana besar masa lalu yang memiliki 
hak berijtihad, dan gagasan ini mulai memperoleh pengikut yang 
luas pada abad yang sama. Pada permulaan abad ke-10, tercapai 
titik kritis ketika para sarjana hukum Islam memandang seluruh 
permasalahan keagamaan yang esensial telah dibahas secara 
tuntas. Semacam konsensus akhirnya mulai mapan dan stabil 
yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu, maka tidak 
seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk 
melaksanakan ijtihad mutlak, dan bahwa aktivitas di masa 
mendatang harus dibatasi pada penjelasan, aplikasi dan 
penafsiran doktrin-doktrin yang telah dirumuskan. Penutupan 
pintu upaya konstruksi penemuan hukum dengan berijtihad ini 
sebagaimana dirujuk, secara logis mengarah kepada kebutuhan 
terhadap taklid secara buta. Suatu istilah yang lazimnya diartikan 
sebagai penerimaan terhadap doktrin mazhab-mazhab dan 
otoritas-otoritas yang telah stabil dan mapan.2 
                                                             
2
Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 
1989) h. 35  
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Seiring dengan Perkembangan zaman, problematik yang 
multiragam harus dihadapi oleh umat manusia, antara lain dari 
segi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dan semua aspek 
kehidupan. Problematik ini senantiasa berkembang dan 
membutuhkan penyelesaian secara bijak. Umat Islam sebagai 
suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari berbagai 
akumulasi kehidupan baru yang berkembang dalam masyarakat, 
terutama jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang 
menyangkut kedudukan yuridis suatu persoalan.  
Pesatnya kemajuan sains dan ilmu pengetahuan sekarang 
ini, menuntut para ahli yuris Islam untuk melakukan upaya 
rekonstruksi terhadap khazanah sains dan ilmu pengetahuan 
Islam secara inovatif. Berkaitan dengan itu, menjadi urgen agar 
para yuris Islam untuk secara terus menerus melakukan 
konstruksi penemuan hukum dengan melakukan ijtihad secara 
benar dan aktual serta dapat dipertanggungjawabkan secara 
akademik. 
Munculnya praktik  penalaran hukum dalam bentuk ijtihad 
memotivasi umat manusia untuk terus menggali dan mengkaji 
teks-teks Alquran dan hadis, serta memberikan rasa tanggung 
jawab untuk mengamalkan Alquran dan hadis sebagai sesuatu 
yang Devine untuk dikonstruksikan dalam wujud produk 
pemikiran hukum Islam. 
Dengan demikian, ijtihad dapat mengonstruksikan 
penemuan hukum yang mampu memberikan jawaban atas suatu 
peristiwa atau kasus baru yang timbul oleh pesatnya kemajuan 
sains, ilmu pengetahuan dan teknologi modern.3 Kebutuhan  
terhadap konstruksi penemuan hukum melalui ijtihad merupakan 
                                                             
3
Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h.200.    
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kebutuhan yang bersifat kontinuitas, karena secara empiris 
kehidupan ini senantiasa bersifat dinamis. Begitu pula dengan 
kondisi keumatan yang senantiasa mengalami perubahan dan 
perkembangan terutama pada era informasi sekarang ini.  
Apabila konstruksi penemuan hukum melalui ijtihad 
mampu berkembang melalui penalaran para yuris Islam yang 
secara metodologis memenuhi syarat untuk hal tersebut secara 
baik dan benar, maka tidak ada problematik yang tidak dapat 
terpecahkan yang muncul dalam kehidupan manusia. Termasuk 
masalah yang muncul akibat pesatnya arus perkembangan 
informasi, sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pastilah 
dapat terpecahkan melalui penalaran para yuris Islam tersebut.4 
kemajuan dan perkembangan secara cepat dalam berbagai 
aspek kehidupan. Pada setiap zaman, seperti pada era klasik 
dengan munculnya para yuris Islam yang terkenal. Para ulama 
tabi' al-tabi'in kelihatannya ulet dan teguh melakukan konstruksi 
hukum melalui ijtihad dalam berbagai permasalahan dengan 
menggunakan metodologi  independen, tidak melakukan upaya 
penalaran hukum dengan terikat pada bangunan metodologis 
para yuris sebelumnya.5  
Aplikasi ijtihad yang kontekstual dalam pembaruan hukum 
Islam merupakan salah satu kemungkinan yang bisa mengatasi 
nestapa keprihatinan masyarakat muslim kontemporer. Bila 
kemungkinan ini disepakati, penggagasan tentang penerapan 
hukum Islam lewat penemuan hukum melalui penalaran ijtihad 
                                                             
4
Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Rajawali 
Pers, 1991), h. 45.  
5
Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I, 
Semarang: Dina Utama, 1996), h. 76. 
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secara masif dan kontekstual dapat dilakukan secara bertahap, 
selaras dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ditetapkan.  
Olehnya itu, Taufik Adnan Amal menawarkan dua kerangka 
konseptual untuk penafsiran kembali Islam termasuk hukum 
Islam. Pertama, memahami Alquran dalam konteks kesejarahan 
dan literasinya untuk kemudian diproyeksikan kepada situasi 
masa kini. Kedua, adalah gerakan sebaliknya, membawa 
fenomena-fenomena sosial dewasa ini ke dalam naungan tujuan-
tujuan Alquran.6 
Optimalisasi penemuan hukum melalui ijtihad juga telah 
didengungkan oleh Hazairin tentang mazhab nasional Indonesia. 
Seperti dalam pemikirannya  mengenai sumber utama hukum 
Islam, yaitu Alquran dan Sunah serta bagaimana metode 
penetapan hukum terhadap suatu masalah. Kaitannya dengan itu, 
Hazairin menempatkan peran pemegang otoritas (ulul amri) pada 
posisi yang strategis dan secara bersama-sama para ahli hukum 
Islam (ulama) untuk melakukan ijtihad secara kolektif agar hasil 
penemuan dan penetapan hukum melalui peranan pemegang 
otoritas (ulul amri) ini secara otomatis akan menjadi produk 
peraturan perundang-undangan formal yang bersifat mengikat, 
sehingga apabila hasil ijtihad tersebut diikuti dan dipraktikkan 
oleh masyarakat luas, maka akan terbentuk mazhab baru hukum 
Islam, yaitu mazhab Indonesia.7 
                                                             
6
Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-
Qur’an (Bandung: Mizan, 1989) h. 36  
7
Najib, Agus Moh, Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri 
Pemikiran Ushul Fikih Hazairin. Jurnal Asy-Syir'ah. vol. 50, issue 1 (2016), h.1-
20 
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Sesuatu yang menarik dalam pembahasan tentang 
konstruksi penemuan hukum melalui ijtihad ini adalah 
perbincangan tentang praktik penemuan dan penetapan hukum 
dengan mengoptimalkan penalaran ijtihad dalam konteks ke 
nusantaraan yang penulis uraikan pada bab akhir tulisan ini. 
Secara empiris, tradisi hukum Islam telah dipraktikkan sebagai 
suatu sistem hukum secara elastis dan fleksibel di Negara 
Republik Indonesia sebagai negara berpendudukan Islam terbesar 
di dunia, bahkan sejak dari beberapa kerajaan berdaulat di 
nusantara hingga diproklamirkannya suatu negara modern, yaitu 
Negara Republik Indonesia.  
Kompleksitas suatu permasalahan di era globalisasi 
informasi sekarang, maka bukan lagi zamannya untuk melakukan 
ijtihad yang bersifat individual (Fardi) dengan spesifikasi 
keilmuan tertentu, seperti disiplin ilmu hukum, usul fikih saja. 
Namun harus digalakkan pelaksanaan ijtihad secara kolektif 
institusional (Ijtihad Addariyah) yang ditopang dengan berbagai 
ahli berbasis Multi disiplin keilmuan yang variatif. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka pengkajian ini 
akan memfokuskan pada beberapa permasalahan tentang 
bagaimana konstruksi akar awal penemuan hukum Islam sejak 
yang telah diimplementasikan pada era Nabi Muhammad Saw., era 
Sahabat, generasi tabiin hingga pada kemapanan metodologis 
para yuris Islam atau imam mujtahid?.  Bagaimana pula tantangan 
dalam melakukan konstruksi penemuan hukum melalui ijtihad 
seiring kuatnya arus informasi global?. Serta bagaimana 
implementasi konstruksi penemuan hukum melalui ijtihad dalam 
produk pemikiran hukum Islam di Negara Republik Indonesia? 
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B. Sistematika Isi Buku 
 Uraian dalam tulisan ini, penulis memberikan deskripsi 
secara sistematis, runtut, dan komprehensif untuk memudahkan 
para pembaca dalam melihat bangunan postulat penemuan 
hukum dalam tradisi hukum Islam sebagai berikut: 
Pertama, latar belakang dan sistematika isi buku 
Kedua, menguraikan tentang pemaknaan dan landasan 
ijtihad. Termasuk di dalamnya tentang dasar hukum ijtihad dalam 
melakukan penalaran itihad untuk menemukan hukum. 
Ketiga, berisikan tentang akar historis penemuan hukum 
melalui ijtihad, sejak yang telah dipraktikkan pada era Nabi, masa 
Sahabat, generasi Tabi’in, hingga stabilitas dan kemapanan 
metodologis para yuris Islam atau Imam mujtahid 
Keempat, bagian ini menguraikan tentang arus transformasi 
pemikiran metodologis dalam berijtihad dengan mengemukakan 
transformasi ketetapan hukum dalam Alquran dan sunah, ijtihad 
sebagai instrumen terhadap pembaruan hukum Islam, dan analisa 
tuntutan metode ijtihad pada era kontemporer 
Kelima, memberikan uraian tentang konstruksi ijtihad 
dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia meliputi 
proyek nasional pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk 
Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman para hakim badan 
peradilan agama dalam memutuskan perkara, termasuk ragam 
produk pemikiran hukum Islam oleh berbagai ulama di nusantara.








 BAB II  
TERMINOLOGI DAN BASIS 
EPISTEMOLOGI IJTIHAD 
 
A. Pemaknaan Ijtihad dan Cakupannya 
Mengurai pemaknaan ijtihad, terlebih dahulu mencari akar 
katanya. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu “jahada ( ) 
yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh atau 
mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk 
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memperoleh sesuatu yang diinginkan”.1 Seperti di dalam Hadits 
Muadz yang terkenal, ada kata-kata ajtahidu ra’yi, dalam 
pengertian, “aku akan mengerahkan segenap kemampuan untuk 
memperoleh kebenaran”.2 Sedangkan orang yang melakukan 
ijtihad disebut mujtahid. 
Kata   yang berarti mencurahkan segala kemampuan 
atau menanggung beban kesulitan. Bentuk kata ijtihad ( ) 
mengikuti wazan  ifti’ala ( ) yang menunjukkan arti “berlebih” 
(mubalagah) dalam perbuatan. Karena itu, ijtihad menurut bahasa 
adalah “usaha yang optimal dan menanggung beban yang berat”.3 
Apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa melalui unsur kesulitan 
dan beban di dalamnya maka tidak dapat disebut sebagai ijtihad.4  
Ijtihad  atau dalam bahasa Arabnya  diformulasikan 
sebagai berikut: 
                                                             
1
Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-lugah (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 
105.  
2
Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami baina al-Tatawwur wa as-Sabat 
diterjemahkan oleh A. Zarkasyi Chumaidi dalam Fiqh Statis Fiqh Dinamis, (Cet. 
I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h.177  
3
Yusuf al-Qardhawy, Al-Ijtihad fil al-Syariat al-Islamiyyah ma’a Nazartin 
Tahlliyyatin fi al-Ijtihad al-Mu’ashir, diterjemahkan oleh Ahmad Syathori dengan 
judul: Ijtihad dalam Masyarakat Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang 
Ijtihad Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 1. Lihat juga Luwis 
Ma’luf, Al-Munjid f³ al-Lugat (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 105-106.   
4
Wahbah al-Zuhaily, Al-Was fi Ushul al-Fiqh (Dimasyqi: Al-Mathba’at al-
Ilmiyyat, 1969), h. 590. 
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(Mencurahkan segala potensi kapabilitas dan mengerahkan 
keseriusan, keuletan, kesungguhan ) 
Sedangkan mengenai pengertian secara istilah: 
 
 
”Mencurahkan segala kemampuan dalam mencari 
pengetahuan tentang hukum-hukum dari dalil-dalil syara'” . 
Ada pula definisi ijtihad menurut Imam Al-gazali, yaitu: 
 
6  
“Pencurahan kemampuan seorang mujtahid alam rangka 
memperoleh ilmu tentang hukum syar’i”. 
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa 
ijtihad merupakan pencurahan daya nalar secara maksimal yang 
dilakukan oleh seorang yuris (mujtahid) untuk memperoleh 
hukum syara’ yang bersifat amaliah melalui cara istinbhath. 
Penegasan terhadap usaha pencurahan segenap 
kemampuan dalam ijtihad diisyaratkan untuk menghindari 
adanya jalan ijtihad yang dilakukan secara tergesa-gesa atau 
bertujuan menutup jalan bagi orang-orang yang lalai dalam 
membuat hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih 
                                                             
5
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir…h. 217. 
6
 Al-Ghazali, Al-Mustasfa min al- Ilm al-Ushul (Kairo: Sayyid al-Husain, t. 
th.), h. 478. 
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dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya 
dan mengambil kesimpulan dari dali-dalil tersebut.7  
Daya atau kemampuan sebagaimana maksud redaksi 
tersebut meliputi daya fisik material, mental spiritual dan 
intelektual. Mengacu dari pandangan tersebut al-Syauqani 
beranggapan bahwa pengertian ijtihad lebih cenderung kepada 
pengerahan kemampuan intelektual dalam memecahkan beragam 
masalah yang dihadapi oleh individu maupun umat manusia 
secara komprehensif.8  
Dengan demikian harus dipahami bahwa penemuan dan 
penetapan hukum melalui penalaran akal secara optimal (ijtihad) 
bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan dengan hanya sekadar 
membuka-buka tafsir atau hadis lalu dengan gamblang menarik 
kesimpulan hukum, akan tetapi ijtihad merupakan perbuatan 
yang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa ijtihad bukan perkara mudah, namun harus 
diupayakan pada setiap generasi agar ajaran Islam tetap dinamis 
dan mampu menjawab segala macam problematik umat. 
Terkait dengan orang yang melakukan ijtihad maka perlu 
ditegaskan bahwa dalam salah satu definisi terminologi yang telah 
disebutkan sebelumnya terdapat tambahan lafaz al-faqih. Faqih 
menunjukkan orang yang melakukan ijtihad dan telah mencapai 
derajat tertentu, yaitu ahli fikih, usul fikih, dan ilmu lain yang 
menopangnya, bukan orang awam yang tidak berpengetahuan 
ilmu usul fikih/fikih.9   
                                                             
7
Yusuf al-Qardhawy, Al-Ijtihad… op. cit., h. 3.  
8
Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan 
Hukum Islam…h. 74-75.  
9
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), h. 225.  
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Yusuf al-Qardhawi lebih menegaskan lagi tentang 
pembatasan ijtihad dengan kata faqih ini sangat penting karena 
orang yang eksis dalam ilmu lain, seperti tasawuf, ilmu kalam, 
sejarah Nabi, sering terjun dalam bidang ijtihad dan memberi 
fatwa dalam masalah-masalah umat. Padahal mereka tidak 
menguasai ilmu bidang fikih, demikian juga dengan yang hanya 
mengetahui cabang-cabang fikih tidaklah layak untuk berijtihad.10 
Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ijtihad berarti 
mengungkapkan kedudukan hukum suatu kasus oleh mujtahid 
secara serius dan sungguh-sungguh karena secara terperinci tidak 
tertera dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan 
Sunah.11 
Dari pengertian secara bahasa maupun istilah di atas, 
dapatlah disimpulkan bahwa ijtihad merupakan sebuah upaya 
dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh 
kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang 
dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas 
sesuatu peristiwa atau kasus yang belum jelas hukumnya.  
Dengan berpatokan pula pada definisi ijtihad, bisa 
ditegaskan bahwa lapangan ijtihad hanyalah hukum-hukum syara’ 
yang praktis dan zanni. Olehnya itu, hasil ijtihad seorang mujtahid 
hanya bersifat relatif, tidak bersifat mutlak benar. 
Menurut Minhajuddin: 
“...bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 
tertentu yang memiliki syarat-syarat tertentu, yakni muslim, 
kukuh akidahnya, baik ibadahnya, mulia akhlaknya, menguasai 
bahasa Al-Quran dan Sunah, usul fikih, Ilmu Fikih dan maqasid 
                                                             
10
Yusuf al-Qardhawy, Al-Ijtihad…, op cit., h. 5.  
11
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II (Cet. I, Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 669. 
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al-syari’ah. Inilah yang membedakan antara berijtihad dan 
berpikir liberal”.12 
Senada dengan itu, Fathurrahman Jamil mengungkapkan 
bahwa:  
“...Ahli usul fikih menganggap bahwa ijtihad yang 
dilakukan oleh ahli Fikih adalah ijtihad dalam bidang hukum 
yang bersifat praktis, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh 
bukan  ahli Fikih adalah ijtihad yang berhubungan dengan 
masalah-masalah teoretis tidak secara langsung menyangkut 
dengan tingkah laku orang mukalaf. Singkatnya, ijtihad 
membutuhkan pemahaman, pemahaman memerlukan 
keahlian, sebagaimana adanya ahli pada bidang-bidang 
tertentu, tidak diperbolehkan orang yang bukan ahli untuk 
berijtihad.” 13 
Mengenai ruang lingkupnya, bahwa ijtihad harus dipahami 
dalam konteks basis ilmu usul fikih/ilmu fikih meliputi masalah 
yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran dan hadis, 
namun dalam melakukannya dituntut untuk merujuk kepada 
kedua sumber utama dalam tradisi hukum Islam. 
Kemungkinannya adalah terdapat suatu peristiwa atau kasus yang 
pemecahannya tidak dirincikan secara detail dalam Alquran dan 
Sunah atau kasus atau peristiwa tersebut terdapat teks/nas dalam 





                                                             
12
Minhajudin, Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih 
Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Ushul Fikih pada 
Fakultas Syari’ah UIN Alauddin, Disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka Luar 
Biasa UIN Alauddin Makassar, Senin, 31 Maret 2004, h. 12. 
13
Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah 
(Cet. I; Jakarta: Logos, 1995), h. 14.  
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B. Landasan Urgensitas Ijtihad 
Adapun landasan normatif ijtihad yang bersumber dari 
Alquran, di antaranya: 
Alquran, Surah An-nisa/4 ayat : (59) 
59
Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang 
kekuasaan (ulil amri) di antara kamu kemudian apabila kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia 
kepada Allah (jiwa alquran) dan Rasul (jiwa sunah Nabi)”14  
 
Kemudian terdapat dalam Alquran Surat al-Hasyr ayat (2) 
2
Terjemahannya; 
“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai 
orang-orang yang mempunyai pandangan”15 
Alquran surat al-Nisa (4): 105 yang berbunyi: 
                                                             
14
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X, Bandung: 
Diponegoro, 2006)  
15
.Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X, Bandung: 
Diponegoro, 2006), h. 915  




“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu 
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, 
dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” 16 
 
Menurut Imam al-Bazdawi³, al-Amidi³ dan al-Syathibi³, ayat 
ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui 
kias atau analogi.17 
Sementara landasan normatif dari hadis, diperoleh 
informasi bahwa ada sejumlah hadis yang menerangkan tentang 
ijtihad secara langsung maupun tidak. Hadis tersebut antara lain 
adalah sabda Nabi Saw:  
 
                                                             
16
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya…h. 282. 
17
 Ensiklopedi Hukum Islam, loc. cit. 




“…Dari Amr bin Ash, sesungguhnya ia (Amr bin Ash) perah 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda: manakala seorang 
hakim menetapkan perkara dengan berijtihad, kemudian 
ijtihadnya itu benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala 
dan apabila hasil ijtihadnya itu keliru, maka mendapatkan satu 
pahala”. 
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal, 
yaitu: 
"
                                                             
18
 Musnad Ahmad, Kitab Musnad al-Syamiiyn, Bab Hadis Amru bin Ash 
ani al-Nab³, hadis nomor 17106. Mengenai ketersambungan sanadnya, hasil 
penelitian melalui CD Hadis menunjukkan bahwa hadis tentang ijtihad melalui 
jalur sanad Ahmad tersebut merupakan hadis marfu’ dan muttasil, memiliki 
sanad yang bersambung sampai ke nabi dan semua periwayat yang terlibat 
dalam sanad memiliki kwalitas tsiqah. Kesahihan hadis tentang ijtihad ini 
diperkuat oleh sanad-sanad selainnya karena hadis ini diriwayatkan juga oleh 
Bukhar³, Muslim, Ab- Dawud dan Ibnu Majah.  
 




“Dari Muaz bin Jabal yang berkata bahwa Rasulullah Saw. 
bersabda: Bagaimana cara kamu (Muadz) menyelesaikan 
suatu perkara yang kamu hadapi? Muaz menjawab, aku akan 
memutuskannya dengan merujuk kepada Alquran. Kemudian 
Nabi bertanya, Bagaimana jika kamu tidak menemukannya 
(dalil) dalam Alquran?. Muaz menjawab: saya akan 
berpedoman dengan merujuk kepada Sunah Rasulullah Saw. 
Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika 
problematik yang kamu hadapi itu, tidak Anda 
menemukannya dalil yang berkaitan dengannya pada Alquran 
dan Sunahku? Muaz menjawab, saya akan menyelesaikan dan 
memutuskan perkara itu dengan melakukan pencurahan akal 
maksimal untuk berijtihad. Kemudian Rasulullah menepuk 
dada Muaz, sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang 
memberikan petunjuk kepada duta Rasul-Nya terhadap apa 
yang direstui oleh Rasulullah.”
Walaupun kedua Hadis ini terangkat dalam konteks 
peradilan, namun yang pasti bahwa ijtihad sebagai proses 
penelaahan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer, 
mempunyai basis legitimasi untuk ditempuh oleh para yuris 
(mujtahid), baik mujtahid di lembaga peradilan yakni sebagai 
pejabat hakim, maupun mujtahid fatwa di luar lembaga peradilan 
sebagai mufti, ataupun sebagai sikap dan pandangan serta fatwa 
para ulama melalui institusi keagamaan seperti di Majelis Ulama 
Indonesia (MUI).  Pengungkapan hadis mengenai keutamaan 
melakukan penalaran dengan berijtihad untuk menemukan suatu 
hukum atas problematik yang dihadapi memberikan gambaran 
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Abu Daud Sulaiman Bin Ishaq al-Asy’ats al-Azdi al-Syijistani, Sunan Abi 
Daud, Dar Fikr, Littiba  Wa Nasara’  Attauzi’, [tt.], juz V, h. 295  
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atas urgensitas suatu ikhtiar untuk berijtihad. Landasan yuridis 
untuk melakukan ijtihad, baik dari Alquran maupun dari sunah 
Rasul menunjukkan bahwa dalam tradisi hukum Islam 
memberikan penghargaan tinggi kepada akal untuk melakukan 
penalaran secara radikal dalam rangka menemukan hukum 
sekaligus untuk menegaskan agar umat tidak melakukan taklid 
secara buta dan fanatik. 
3. Dalil Akli (Rasio) 
Sebagaimana diketahui bahwa agama yang dibawa Nabi 
Muhammad Saw. adalah agama yang terakhir  yang akan berlaku 
untuk sepanjang masa. Sedangkan kejadian-kejadian yang 
dihadapi oleh manusia mengalami intensitas perkembangan dan 
dinamika yang variatif serta terus bermunculan. Segala macam 
dinamika dan permasalahan yang muncul memerlukan ketentuan 
hukum. Karena itu, jika sekiranya ijtihad tidak dibenarkan dalam 
menetapkan suatu hukum, sedangkan nas-nas yang ada terbatas 
jumlahnya, karena wahyu Allah tidak akan turun lagi dan sabda 
Nabi pun tidak akan ada tambahannya, maka manusia ini akan 
mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu 
peristiwa.20 Untuk mengatasi hal yang semacam itu harus ada 
jalan keluarnya, yaitu ijtihad sebagaimana yang telah mentradisi 
dalam hukum Islam dan secara tegas Muadz bin Jabal telah 
mempraktikkannya dan mendapatkan legitimasi langsung dari 
Rasulullah Saw. 
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M.Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada 1998), h.41  









BAB III  




A. Konstruksi Penetapan Hukum Nabi Muhammad 
Saw. 
 
Nabi Muhammad saw. hadir sebagai utusan Allah Swt. 
dengan membawa risalah ketuhanan untuk menjadi rahmat bagi 
B u d i a r t i |  21 
 
seluruh alam beserta seluruh isinya,  kepadanya diturunkan 
Alquran sebagai sumber utama hukum Islam. Karena itu, segala 
perkataan (qaul), perbuatan (fi’lan), dan pengakuan (taqrir) Nabi 
Muhammad saw. yang merupakan refleksi atas pemahaman dari 
isi Alquran dan realitas sosial yang dihadapinya adalah Sunah.  
Verbalisasi dari sunah tersebut dinamakan sebagai hadis yang 
menjadi sumber utama kedua dalam tradisi hukum Islam. 
Penemuan hukum melalui ijtihad telah ada sejak Nabi 
Muhammad Saw., hanya saja dalam kadar yang masih sedikit 
sekali karena nabi sendiri masih dapat memecahkan masalah 
dengan menunggu turunnya wahyu. Namun setelah Nabi wafat, 
maka  ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih 
setelah para sahabat terpencar ke berbagai daerah dengan 
berbagai macam problematik realitas sosial yang dihadapinya. 
Membahas ijtihad dengan mengungkapkan latar 
kesejarahannya, dimaksudkan untuk melihat beberapa contoh 
ijtihad yang pernah terjadi untuk lebih memperjelas bagaimana 
urgensitas ijtihad itu sebagai instrumen dalam menemukan 
hukum dalam tradisi hukum Islam. Penemuan hukum itu juga 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana 
pelaksanaan ijtihad yang pernah terjadi di masa-masa lalu, agar 
dapat dijadikan tolok ukur dan melakukan komparasi sekaligus 
menjadi rujukan yang bermanfaat dalam rangka penemuan 
hukum di era industri informasi kontemporer. 
Hal yang mendasar dan menjadi pertanyaan berikutnya 
dalam pembahasan ini adalah apakah Nabi Muhammad saw. 
pernah dan boleh melakukan penemuan hukum melalui  ijtihad?, 
sementara menjadi nalar umum pengetahuan bahwa telah ada 
wahyu yang menjadi penuntun terhadap diri nabi setiap kali 
menemukan suatu permasalahan kehidupan. Para yuris Islam dan 
ahli lainnya, beragam dalam memberikan pendapatnya tentang 
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boleh atau tidaknya nabi melakukan ijtihad dengan berbagai 
argumentasi. Diantarnya, yaitu: 
Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi boleh dan pernah 
berijtihad, dijelaskan dengan mendeskripsikan realitas penetapan 
hukum pada masa Nabi. Ketika muncul suatu peristiwa yang 
belum ada hukumnya, maka Nabi menunggu wahyu turun, jika 
wahyu tidak turun Nabi segera berijtihad dengan pedoman 
kemaslahatan umat.1     
Pendapat yang membolehkan Nabi berijtihad mempunyai 
argumentasi bahwa sebagai Nabi, maka beliau mempunyai 
otoritas untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi umatnya. 
Apabila upaya dalam menemukan hukum dengan berijtihad 
terjadi kekeliruan maka teguran dari Allah turun melalui ayat-ayat 
Alquran dengan penjelasan hukum yang sebenarnya. Jika dalam 
ijtihad Nabi tidak terdapat kekeliruan maka tidak akan turun ayat 
tentang penyelesaian persoalan tersebut. Dengan demikian 
ungkapan bahwa Nabi itu maksum, masuk dalam kategori 
pengertian ini.2 
 Sehubungan dengan hal ini, para yuris Islam memberikan 
pandangannya bahwa tentang ketepatan waktu berijtihad, bahwa 
beliau tidak diwajibkan menunggu turunnya wahyu sebelum 
ijtihad, kapan saja beliau ingin berijtihad maka ia mempunyai 
                                                             
1
Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1998), h. 61-62. Imam Hanafi juga mengatakan bahwa apabila Nabi 
menghadapi suatu persoalan maka beliau diperintahkan menanti turunnya 
wahyu kecuali jika persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang cepat. 
Lihat dalam Muhammad Khudry Bek, Usul al-Fikih (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 
371.  
2
Muh. Zuhri,  Hukum Islam dalam Lintas Sejarah (Cet. I; Jakarta: raja 
Grafindo persada, 1996), h. 24.  
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otoritas untuk hal tersebut.3 Atas dasar ini, perbedaan pendapat 
yang bertalian dengan pemahaman bahwa ketika Nabi saw. 
diwajibkan menunggu wahyu untuk menetapkan maka ia tidak 
berijtihad sendiri. Sedangkan jika Nabi saw. dibenarkan berijtihad 
maka tidak perlu menunggu wahyu ketika ada persoalan yang 
mendesak. 
Isyarat untuk melakukan ijtihad banyak tercantum dalam 
ayat Alquran, selain itu Nabi juga sangat mengapresiasi atas 
esensi penalaran dalam menyelesaikan masalah, seperti ketika 
beliau bertanya kepada seorang sahabatnya (Muadz bin Jabal) 
dalam memecahkan persoalan ketika diutus menjadi hakim di 
Yaman. Sahabat Muadz menjawab akan menyelesaikan segala 
realitas problematik yang dihadapinya berdasarkan maksud dan 
tujuan hukum yang terdapat dalam Alquran, jika tidak 
menemukan dalam Alquran maka akan mencarinya dalam Sunah 
Rasul sebagai sumber kedua dalam hukum Islam. Apabila dalam 
Sunah Rasul juga tidak menemukannya, maka ia akan mencari 
dengan upaya melakukan penemuan hukum melalui ijtihad 
dengan melakukan penalaran yang maksimal.4 Hal ini 
menunjukkan bahwa pada masa Nabi saw. telah ada praktik 
penemuan dan penetapan hukum melalui konstruksi penalaran 
akal secara maksimal (ijtihad), baik yang dilakukan oleh Nabi 
sendiri maupun oleh para sahabatnya. 
                                                             
3
Muhammad Khudry Bek, Usul al-Fikih (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 
371. 
4
Ali Yafie, Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam, dalam Haidar 
Baqir dan Syafiq Basri, Ijtihad dalam Sorotan (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), 
h. 68.   
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Pendapat yang berpandangan bahwa Nabi saw. tidak 
pernah berijtihad dengan argumentasi yang disandarkan pada 





“dan tiada ia berbicara dari hawa nafsunya, tetapi tidak 
lain dari wahyu yang diwahyukan.5 
 Ayat ini menjelaskan bahwa segala yang ungkapkan Nabi 
adalah wahyu yang Allah Swt. diturunkan kepada Rasul-Nya dan 
bukan sebagai upaya penemuan hukum melalui ijtihad. Menurut 
para yuris Islam, bahwa ketika Nabi saw. menghadapi persoalan 
maka ketentuan hukumnya didapatkan apabila telah turun wahyu. 
Keberadaan wahyu tentunya akan melebur usaha ijtihad, jadi 
tidak perlu melakukan upaya penemuan hukum dengan 
berijtihad. Argumentasi lainnya, bahwa tidak dibolehkannya 
melakukan penalaran untuk menemukan hukum dengan 
berijtihad karena ijtihad hanya boleh dilakukan jika tidak ada nas, 
sedangkan selagi Nabi saw. masih hidup tidak dapat dikatakan 
bahwa nas sudah tidak ada, dan selama itu pula dilarang 
berijtihad.6 
                                                             
5
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Madinah al-
Munawwarah: Mujamma’ al-M±lik Fadh li Thiba’at al-Mushhaf Asy-Syarif, 1990, 
h. 871.  
6
 Amir Syarifuddin, Ushul Fikih 2 (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), h., 233.  
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 Kebanyakan para ulama Kalam al-Asy’ariyah dan 
Muktazilah memberikan argumentasi dalam berpendapat bahwa 
Nabi saw. tidak boleh melakukan ijtihad pada hukum syariat, 
melainkan hanya boleh pada masalah perang.7 Menurut ulama 
kalam tersebut, bahwa kebolehan ijtihad Nabi pada masalah 
perang dinisbahkan pada beberapa ayat yang diturunkan sebagai 
teguran terhadap keputusan Nabi saw. yang tidak lain merupakan 
hasil penalaran. Contohnya, Nabi Muhammad menggunakan 
penalaran akal dengan berijtihad dengan memutuskan untuk 
membebaskan tawanan perang melalui uang tebusan. 
Sebelumnya, Nabi bermusyawarah dengan Sahabatnya Abu Bakar 
dan Umar. Abu Bakar berpandangan bahwa sebaiknya tawanan 
itu ditahan dan tidak dibunuh karena nanti akan berguna bagi 
Islam. Sedangkan Umar berpendapat bahwa demi kepentingan 
Umat Islam dan menghindari kerugian di pihak Islam maka 
tawanan itu sebaiknya dibunuh. Ketika itu Nabi saw. berpikir dan 
memutuskan untuk menahan tawanan tersebut yang pada 
akhirnya merugikan Islam.8  
Realitas historis ini menjadi bukti secara empiris Rasulullah 
Saw. melakukan upaya penemuan dan penetapan suatu 
permasalahan melalui suatu penalaran akal secara maksimal 
(ijtihad), yang pada akhirnya mendapat koreksi dari Allah Swt. 
atas keputusannya tersebut. 
Pandangan dari kedua pendapat golongan yang berbeda 
tersebut, maka terdapat yuris Islam yang lain dengan mengambil 
jalan tengah, bahwa Nabi saw. pernah dan boleh melakukan 
                                                             
7
Muhammad Khudry Bek, loc. cit. Lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 
Pengantar Ilmu Fikih (Cet. VIII; Jakarta: Bulan bintang, 1997), h. 41.   
8
Amir Syarifuddin, Ushul Fikih 2 (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), h. 231.  
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penemuan hukum dengan melakukan penalaran dengan 
berijtihad dalam masalah keduniaan khususnya perang, tetapi 
tidak melakukan penalaran dengan berijtihad dalam urusan 
syara’.9    
Penulis berpandangan, bahwa upaya melakukan penalaran 
secara optimal (berijtihad) dalam mengambil suatu keputusan 
hukum oleh Nabi saw. telah dilakukan dalam menangani masalah-
masalah yang hukumnya tidak terdapat dalam nas Alquran 
sebagai sumber primer hukum Islam dan dalam Sunah sebagai 
sumber utama kedua setelah Alquran. Namun menjadi catatan 
bahwa penalaran akal secara optimal (berijtihad) dalam 
menetapkan suatu keputusan hukum oleh Nabi berbeda dengan 
para yuris Islam di era sekarang ini, karena Nabi selalu berada di 
bawah kontrol wahyu Allah swt. untuk menjaganya sebagai 
pembawa risalah Allah Swt. dalam mewujudkan kehidupan 
Rahmatang lil alamin. 
B. Konstruksi Ijtihad pada Generasi Sahabat 
Ajaran Islam menjunjung fleksibilitas dengan memberikan 
penghargaan yang agung terhadap kreativitas dan penalaran akal. 
Ajarannya tidak mendidik pemeluknya untuk taat secara fanatik 
buta, akan tetapi memberikan kebebasan berpikir agar 
pemeluknya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada 
secara baik dan benar. Fanatisme dapat berakibat negatif, antara 
lain apabila timbul masalah baru dan Nabi sudah tidak ada lagi, 
pengikutnya tidak sanggup menentukan pilihan yang tepat, 
mereka akan memperturutkan hawa nafsu dan sedikit demi 
                                                             
9
Amir Syarifuddin, Ushul…., h. 233.  
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sedikit akan membawa mereka kembali ke zaman jahiliah  dan 
kesenangan kehidupan dunia.10   
Era Sahabat11 sebagai generasi yang hidup bersama 
Rasulullah Saw. kondisi sosial maupun kondisi kultur mengalami 
perkembangan seiring meluas dan berkembangnya pula 
kekuasaan teritorial pemerintahan Islam ketika itu. Maka upaya 
penalaran akal secara optimal (berijtihad) menjadi signifikan 
urgensitasnya untuk menangani berbagai masalah yang aktual 
ketika itu. Ketiadaan inovasi berijtihad maka akan banyak 
masalah yang menjadi kabur kedudukan hukumnya karena kedua 
sumber primer hukum Islam sudah tidak turun lagi. Maka 
pemecahan permasalahan sosial kemasyarakatan dengan 
berbagai dimensinya menjadi tanggung jawab generasi 
berikutnya, yaitu para Sahabat. Ketika itu, telah terjadi berbagai 
kasus besar yang dihadapi para Sahabat, antara lain: 
 Pertama, Pemilihan tokoh di antara sahabat yang paling 
berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad Saw., sebagai 
pemegang roda pemerintahan (kepala negara dan kepala 
pemerintahan).12 Menurut ijtihad Sahabat setelah melakukan 
permusyawaratan bersama (ijtihad Kolektif), bahwa hasil 
permusyawaratan itu menyepakati Abu Bakar R.A. sebagai kepala 
                                                             
10
Iskandar Usman, Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam, (Cet.I; 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994 ), h. 130   
11
Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dapat dikategorikan 
sebagai sahabat. Semisal perbedaan defenisi yang dikemukakan oleh Sa’id bin 
Musayyab, dengan Ibn Qayyim, ataupun al-Laits. Namun kesemua pendapat 
tersebut dapat terformulasi kepada pengertian bahwa sahabat adalah orang-
orang Islam yang pernah bertemu dan bergaul dengan Nabi Muhammad saw. 
Lihat Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I; Semarang 
: Dina Utama, 1996), h. 68-69.  
12
Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran …., h. 70  
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negara/kepala pemerintahan yang menggantikan Rasulullah saw. 
dan disebut sebagai khalifah. 
 Kedua, Menghadapi para pembangkang zakat dan orang-
orang murtad setelah Nabi Muhammad Saw. wafat. Terhadap 
persoalan memerangi orang murtad, tidak diperselisihkan para 
Sahabat. Tetapi terhadap persoalan pembangkang zakat, terjadi 
perbedaan pendapat di kalangan mereka. Menurut ijtihad Umar 
Ra. para pembangkang zakat itu tidak perlu diperangi. Sebaliknya, 
Khalifah waktu itu, yaitu Abu Bakar Ra. mempunyai pandangan 
lain. Bahwa para pembangkang zakat harus mendapatkan 
hukuman dari otoritas negara dengan memeranginya karena 
terjadi pengingkaran terhadap rukun iman ketiga, yaitu zakat. 
Zakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana 
kewajiban untuk melaksanakan Shalat.13 
Legitimasi penalaran akal secara optimal (berijtihad) pada 
masa Nabi saw. menunjukkan bahwa pada generasi Sahabat akan 
ada pula ijtihad. Indikasi ini berawal dari isyarat yang diberikan 
oleh Nabi saw. kepada pengikutnya, khususnya bagi para sahabat. 
Pemaparan tentang ijtihad sahabat  Nabi akan diklasifikasi pada 
dua masa, yaitu: 
C. Ijtihad Sahabat Ketika Nabi saw. masih hidup  
Seiring dengan perkembangan peradaban umat Islam, 
wilayah kekuasaan Islam ikut berkembang. Sehingga sahabat 
berada pada tempat atau wilayah yang berbeda-beda, hal ini 
menyebabkan sulitnya berkomunikasi langsung dengan Nabi saw. 
implikasi dari realitas tersebut adalah terjadinya ijtihad yang 
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Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran..h. 70.   
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dilakukan oleh sahabat sendiri. Walaupun hasil keputusan hukum 
para Sahabat tersebut tetap harus mendapatkan basis legitimasi 
dari Rasulullah Saw. ketika mereka menghadapkannya ke Nabi 
Muhammad Saw.14 
Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi saw. masih 
hidup, baik yang berada pada sekitar lingkungan beliau maupun 
yang berada jauh dari tempat beliau pernah terjadi. Namun 
tentang kebolehannya masih tetap diperdebatkan dengan 
beberapa pendapat. Ada yang membenarkan telah terjadi atas 
anjuran Nabi saw. sendiri, ada pula yang tidak membenarkan 
dengan argumen bahwa ketika Nabi saw. masih hidup maka masih 
ada wahyu. Jadi ijtihad tidak dibutuhkan.15 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa upaya penemuan hukum melalui  ijtihad oleh para Sahabat 
pada masa hidup Nabi diperbolehkan bagi yang berada jauh dari 
Nabi saw. dan sedang menghadapi persoalan yang secepatnya 
harus diselesaikan. Sedangkan untuk Sahabat yang berada dekat 
dengan Nabi Saw. seharusnya langsung berkomunikasi dengan 
beliau sehingga tidak terjadi kekeliruan. 
 
                                                             
14
Seperti kisah dua sahabat yang sedang bepergian, ketika tiba waktu 
shalat mereka tidakmendapat air untuk wudhu maka mereka bertayammum. 
Setelah shalat mereka baru menemukan air, salah satu sahabat mengulanig 
shalat dengan berwudhu, sedang yang satu tidak mengulanginya. Hal ini 
diutarakan pada Nabi setelah mereka kembali, Nabi menjawab; bagi yang tidak 
mengulangi sahalat, sungguh engkau telah bertindak sesuai dengan sunnah. 
Sedangkan yang mengulang, engkau akan mendapat pahala dua kali. Lihat Abu 
Daud, Sunan Abu Daud dalam Muh. Zuhri, op. cit., h. 29.      
 
15
Amir Syarifuddin, Ushul Fikih 2…op. cit., h. 236-237.  
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D. Ijtihad Sahabat Pasca Wafatnya Nabi saw. 
 Ijtihad pada masa pasca wafatnya Nabi saw. semakin 
meningkat karena permasalahan yang membumi pun semakin 
variatif. Perkembangan sosial budaya umat manusia menuntut 
banyak jawaban atas fenomena-fenomena yang semakin 
kompleks dan sifatnya masih baru, belum pernah terjadi pada 
masa kehidupan Nabi saw. sedangkan nas-nas Alquran dan Sunah 
tidak lagi diturunkan.  
Sahabat dalam mengonstruksi penemuan dan penetapan 
hukum berdasarkan penalaran akal  maksimal (berijtihad) dapat 
digambarkan dalam dua bentuk, yaitu: pertama, konstruksi 
penetapan hukum dengan memberikan penjelasan terhadap nas-
nas yang telah ada, karena ada di antara nas Alquran dan Sunah 
yang masih membutuhkan penjelasan ketentuan hukumnya. 
Kedua, konstruksi penetapan hukum terhadap suatu peristiwa 
baru dengan cara mencari perbandingan dengan ketentuan 
hukum yang sudah ada dalam nas, cara ini disebut kias.16 Biasa 
juga para sahabat melakukan konstruksi hukum melalui hasil 
musyawarah dengan para sahabat yang lain untuk mencari solusi 
terhadap masalah yang ada. 
Salah satu sahabat yang terkenal melakukan ijtihad sesudah 
Rasulullah wafat, ialah “Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Ali bin 
Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab, Muaz bin Jabal, Ibnu 
Abbas dan Ibnu Mas’ud”.17 
                                                             
16
Misalnya menkiaskankan jabatan khalifah dengan penunjukan Imam 
shalat pada masalah penentuan khalifaf setelah wafatnya Nabi saw. Lihat Amir 
Syarifuddin, op. cit., h. 242.  
17
Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Cet.I; 
Jakarta : Logos, 1997), h. 28-29.  
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Para Yuris Islam (mujtahid) secara konsensus 
berpandangan bahwa penelusuran secara historis menunjukkan 
suatu fakta yang empiris tentang adanya suatu konstruksi 
penemuan dan penetapan  hukum melalui penalaran akal secara 
optimal (ijtihad) setelah Rasulullah wafat. Bahkan Ijtihad 
merupakan suatu keharusan bagi Sahabat yang mampu berijtihad. 
Setelah Rasulullah wafat, hasil ijtihad Sahabat itu langsung 
diamalkan dan dikembangkan. Jadi ijtihad Sahabat pada masa 
Rasulullah, belum dapat dianggap sebagai alat menggali hukum, 
karena ketentuan akhir masih berada di tangan Rasulullah. Tetapi 
setelah Rasulullah wafat sudah dapat dijadikan sebagai alat untuk 
menggali hukum, karena tidak lagi menunggu ketetapan 
Rasulullah.   
 Penemuan dan penetapan hukum melalui penalaran akal 
secara optimal (ijtihad), telah dikonstruksikan oleh Nabi saw. dan 
dilakukan oleh beliau sendiri, demikian juga pada generasi 
sahabat, ijtihad hadir sebagai  cara untuk menyelesaikan masalah 
yang terjadi. Namun demikian, ada perbedaan antara bangunan 
penemuan hukum melalui ijtihad Nabi saw. dengan sahabat. 
 Sehubungan dengan hal ini, Hamka Haq berpandangan 
bahwa ada dua hal pokok yang membedakan ijtihad Nabi saw. 
dengan umatnya,18 yaitu: pertama, kedudukan Nabi saw. yang 
bertugas sebagai pembawa dan penjelas syariat Islam kepada 
umatnya menyebabkan ijtihad Nabi tidak merupakan nalar murni 
tetapi lebih patut digolongkan menjadi sunah, sehingga tidak 
dapat ditinggalkan. Sedangkan ijtihad sahabat tidak mutlak untuk 
diikuti. Kedua, kedudukan Nabi yang bertugas membawa risalah 
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Hamka Haq, Fikih dan Ikhtilaf Ulama (Latar Belakang dan Sebab-
Sebabnya), dalam Jurnal Zaitun Kajian Islam dan Kemasyarakatan PPS IAIN 
Alauddin Makassar, Vol. I, No. II Maret 2003, h. 7.  
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ketauhidan tentu saja memiliki sifat kema’suman, yaitu mendapat 
kepastian jaminan atas keterpeliharaan dari dosa dan kekhilafan. 
Ijtihad yang dilakukan oleh Nabi saw. senantiasa berada di bawah 
kontrol wahyu Allah swt., sehingga terjamin kebenarannya. 
Sedangkan ijtihad sahabat hanya dapat dikonfirmasikan kepada 
Nabi saw. dan ketika beliau wafat para sahabat hanya dapat 
merujuk kepada nas sumber ajaran Islam serta bermusyawarah. 
Selain dari kedua hal pokok tersebut, terdapat pula 
perbedaan dari segi metode yang digunakan. Nabi berijtihad 
melalui kias, sedangkan sahabat melakukannya tidak hanya 
melalui kias tapi juga melalui ijmak’. Demikianlah perbedaan 
antara keduanya, meskipun ada perbedaan ijtihad hingga saat ini 
sangat dibutuhkan, baik untuk menangani masalah baru maupun 
untuk verifikasi terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu.    
 
E. Konstruksi Ijtihad Era Tabi ‘in 
 
Ketiadaan pemegang otoritas untuk memecahkan 
problematik dan dinamika sosial kemasyarakatan menjadi salah 
satu alasan tumbuh dan berkembangnya secara pesat upaya 
maksimal dalam menemukan hukum melalui penalaran akal 
secara optimal (ijtihad) di era generasi tabiin. Para yuris Islam 
yang hidup pada masa itu tidak lagi terkondisikan secara 
struktural sebagaimana terjadi pada masa-masa sebelumnya. 
Faktor ini juga berkaitan dengan sistem politik yang sedang 
mengalami disintegrasi antara kekuasaan agama dan kekuasaan 
duniawi (negara).   
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Realitas ini tentu saja memberikan secara langsung upaya 
penemuan hukum melalui ijtihad yang selama ini memang sudah 
sering dilakukan. Dasar-dasar hukum yang telah ada meliputi 
Alquran, Sunah, ijmak, dan kias (dalam bentuk sederhana) 
dipandang belum mencukupi. Umat Islam yang mempunyai 
kepedulian terhadap peradaban pada era generasi tersebut, serta 
memiliki kompetensi mulai memikirkan keberlanjutan 
perkembangan umat Islam 
Ketika generasi tabiin,19 teritorial kekuasaan dan 
kedaulatan pemerintahan Islam semakin luas. Agama Islam tidak 
hanya dianut oleh masyarakat di wilayah yang memiliki bahasa 
dan budaya Arab. Akhirnya banyak pemeluk Islam di zona baru 
dan non arab mengalami kesulitan dalam memahami simpul-
simpul keagamaan. Di sisi lain, agama Islam sendiri mengalami 
semacam asimilasi dalam menghadapi tantangan kultural yang 
berbeda dengan sebelumnya. Dari dua latar inilah persoalan demi 
persoalan mencuat ke khalayak permukaan. 
Para yuris Islam yang hidup pada masa ini juga tidak lagi 
menempati suatu wilayah tertentu. Oleh berbagai sebab dan latar 
belakang mereka berpencar di seluruh pelosok Islam. Hal ini juga 
ikut mendukung perkembangan metode-metode dalam 
melakukan penemuan hukum dengan berijtihad. Apa yang 
                                                             
19
Sebenarnya penamaan tabi’in (termasuk tabi tabi’in) merupakan 
sebutan yang digelar oleh Allah Swt. sendiri, seperti tersebut dalam QS. al-
Taubah : 100. (Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha 
kepada Allah dan allah menyeiakan bagi mereka surga-sug yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya; merek kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah 
kemenangan yang besar). Sedangkan menurut ulama hadits menyebutkan 
bahwa tabi’in adalah orang-orang  yang hidup dan bertemu dengan salah 
seorang sahabat. Dan meriwayatkan hadit daripadanya. Lihat Iskandar Usman, 
op.cit., h. 136.   
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diyakini cocok pada suatu tempat belum tentu sesuai di wilayah 
lainnya yang tentu saja didominasi oleh kondisi sosial oleh 
masing-masing wilayah. 
Perbedaan paling mencolok terlihat antara ulama Madinah 
yang terkesan tekstual dengan ulama Kufah yang lebih liberal dan 
rasional. Ulama Madinah yang cenderung tekstual-literal 
merupakan pengembangan dari pemikiran dari Sahabat seperti 
Abu Bakar, Zaid Bin Tsabit, Abdullah Bin Umar, Aisyah, Ubay Bin 
Ka’ab. Sedangkan pengaruh Umar Bin Khattab tampak pada 
Rabi’ah al-Ra’yi di Kufah. Adapun corak pemikiran moderat 
Abdullah Bin Mas’ud berkembang di kalangan tabiin Irak seperti 
Asad Bin Yazid dan lain-lain.20 
Periode ini (tabiin) sasaran dan arah konstruksi penemuan 
dan penetapan hukum dengan mencurahkan penalaran akal 
secara maksimal (ijtihad) atas berbagai permasalahan yang 
dihadapinya, adalah mentradisikan ijtihad dengan merujuk 
kepada generasi sebelumnya melalui sumber-sumber dari guru 
mereka dengan tetap menjadikan Alquran dan Sunah sebagai 
rujukan primer utama serta memperhatikan prinsip-prinsip 
dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka 
hanya sekadar meliputi yang berkaitan dengan peristiwa-
peristiwa hukum dan urusan peradilan yang sudah pernah terjadi 
saja, tidak meluas dan berkembang sampai ke masalah-masalah 
perbedaan pendapat di kalangan mereka. 
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Muhammad Khudhari Beik, Ushul al-Figh (Beirut; Dar al-turas al-Arabi, 
1969), h. 11  
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F. Perkembangan dan Stabilitas Metodologis 
Penemuan Hukum Melalui Ijtihad 
 Fase pemerintahan oleh rezim Umayyah (662-750 M) dan 
pemerintahan pada rezim Abbasiyah (750-1258 M), konstruksi 
penemuan dan penetapan hukum melalui penalaran akal secara 
optimal (ijtihad) telah mendapatkan perhatian oleh para yuris 
Islam (mujtahid) sehingga mengalami fase stabilitas metodologis 
kurang lebih 250 tahun, dari abad VII sampai dengan abad X M.21  
 Puncak perkembangan dan stabilitas metodologis dalam 
melakukan penemuan dan penetapan hukum melalui penalaran 
akal secara optimal (ijtihad) dalam tradisi hukum Islam terjadi 
pada masa otoritas di bawah rezim pemerintahan Khalifah 
Abbasiyah sekitar 500 (lima ratus) tahun lamanya.  
 Para Mujtahid yang terkenal dengan kemasyhurannya, di 
antaranya Imam Sofyan al-Tsauri, lahir di Khurasan dan 
meninggal di Bashrah pada 161 H /777 M. kemudian Imam Al-
Laits bin Sa’d, lahir di Qalqsyandah, meninggal di Cairo pada 175 
H / 791 M; Imam Abdurrahman al-Auza’I, lahir di Ba’labak dan 
meninggal di Beirut pada 157 H / 774 M. Mazhab ini sampai 
sekarang tidak terlacak di mana berkembang karena tidak 
diteruskan oleh generasi berikutnya. Di negara-negara Islam 
pada era kontemporer telah melaksanakan pertemuan 
internasional yang dihadiri ulama terkenal dari berbagai negara 
dalam sebuah deklarasi universal yang ditandatangani sekitar 200 
(dua ratus) ulama kontemporer dari 50 negara di dunia ini, yang 
diterbitkan pada November 2004 atau yang dikenal dengan 
Risalah Amman. Dalam risalah tersebut memaklumkan bahwa 
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Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 13. 
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sampai sekarang ini setidaknya ada 4 (empat) mazhab di kalangan 
Sunni, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin 
Anas, mazhab Imam Syafii bin Idris, dan Mazhab Imam Ahmad bin 
Hanbali. Dalam kelompok aliran Syiah terdapat mazhab Imam 
Jafar, dan Mazhab Imam Zaidi. Selebihnya ada Mazhab Ibadhi, dan 
Mazhab Dzahiri.22 
 Seperti diuraikan bahwa rentetan mazhab yang terkenal 
sampai dengan sekarang, sebagai berikut: 
1. Imam Abu Hanifah (700-767 M) 
Mazhab Imam Abu Hanifah atau dikenal Hanafiah, 
pendirinya adalah Imam Abu Hanifah Numan bin Tsabit, lahir di 
Kafah dan wafat pada 150 H/ 767 M di Baghdad. Faktor yang 
melatari mazhab ini karena secara teritorial jauh dari Madinah 
sehingga kebanyakan umat Islam di Kufah waktu itu  tidak 
memiliki pengetahuan yang banyak tentang Sunah Nabi. Hal 
lainnya adalah kondisi sosial kemasyarakatan dan budaya di 
Kufah sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial kemasyarakatan 
dan budaya sebagaimana terdapat dalam umat Islam di Madinah 
yang bersifat homogen. Di Kufah sebagai sebuah kota bersifat 
heterogenitas dari aspek suku, budaya menyebabkan banyak 
masalah yang timbul dan membutuhkan penalaran akal untuk 
memecahkannya. Karena itulah, mazhab ini dikenal sebagai 
mazhab ahl al-ray’u.23 
Banyak murid-murid Imam Abu Hanifah yang menjadi ahli 
hukum pada eranya. Di antaranya, Abu Yusuf (774-824). Ketika 
otoritas rezim kalifah Harun al-Rasyid berkuasa, beliau diangkat 
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 Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia; Agama dan Spiritualitas di 
Zaman Kaku (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2016), h. 122-123. 
23
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia…h. 168-169  
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menjadi Hakim Agung. Kemudian, al-Syaibani (724-824) seorang 
cendekiawan yang ulet, dan tekun telah berhasil menulis bunga 
rampai pemikiran-pemikiran gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah. 
Mazhab Hanafi ini adalah mazhab terbesar di berbagai penjuru 
dunia, seperti di Turki, Balkan, Suriah, Lebanon, Yordania, 
Palestina, Mesir, Irak, Kaukakus, Rusia, Turkmenistan, 
Kazakhstan, Pakistan, India, Cina, dan Bangladesh. Sumber hukum 
yang mereka pergunakan adalah Alquran, Sunah, Ra’yu, Ijma, Kias, 
Istihsan, serta ‘Urfi atau adat istiadat.24 
2. Imam  Malik (213-795 M) 
Mazhab Imam Malik atau dikenal Maliki, pendirinya adalah 
“Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah dan wafat pada 179 H/ 
795 M di Madinah. Imam Malik banyak menggunakan Sunah Nabi 
dalam memecahkan persoalan hukum. Imam Malik sendiri 
menjadi pengumpul Sunah Nabi. Ia menyusunnya dalam kitab 
hadis yang terkenal dengan nama al-Muwatta’. Karena isi kitabnya 
itu, Khalifah Harun al-Rasyid pernah menyatakan keinginannya 
agar buku himpunan hadis hukum yang disusun  oleh Anas bin 
Malik dijadikan buku resmi sumber hukum Islam. Imam Malik 
sendiri keberatan atas maksud khalifah itu dengan alasan bahwa 
di setiap tempat telah ada ahli yuris yang mempunyai pandangan 
sendiri tentang sumber hukum Islam selain Alquran. Penolakan 
tersebut menunjukkan bahwa Imam Malik menghargai 
keanekaragaman sumber hukum dalam pemecahan masalah pada 
situasi dan kondisi yang berbeda. Walaupun demikian, kitab 
susunan Imam Malik tersebut (al-Muwatta’) dipakai para praktisi 
(hakim) waktu itu dalam menyelesaikan suatu perkara sebagai 
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Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia…h. 168-169  
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pedoman dalam menemukan dan mengkonkretisasi hukum 
terhadap suatu perkara”.25   
Mazhab ini tersebar dianut dari berbagai negeri, yaitu 
Afrika Utara sepeti Al-Jazair, Sudan, Tunis, Maroko, Libya, 
Mauritania, Provinsi Sha’id (Mesir), Eritrea. Kemudian di 
semenanjung Arabiah seperti Bahrain, Uni Emirat, Kuwait, Arab 
Saudi, Oman. Selain itu, juga di Senegal, Mali, Nigeria, Eropa, 
Spanyol, dan lainnya. 
3. Imam Syafii (767-820 M) 
Mazhab Imam Syafii atau Syafi,iyah, pendirinya adalah 
“Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, lahir di Gaza dan wafat 
pada 204 H/ 820 M di Mesir. Ia belajar hukum Islam dari gurunya 
Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik bin Anas. Karena itu pulalah 
mengenal kedua aliran hukum itu dengan baik tentang sumber 
hukum maupun mengenai metode yang mereka pergunakan. 
Berkat penguasaannya terhadap aliran pemikiran hukum pada 
kedua Imam Mujtahid tersebut, maka Imam Syafii melakukan 
sintesis kemudian membuat tesa baru tentang konstruksi 
epistemplogi dalam hukum Islam yang dimuat dalam kitabnya “al-
Risalah”. Mazhab Syafii banyak dianut antara lain negara Suriah, 
Mesir, Indonesia, Malaysia, Afrika Timur, India Selatan, Yaman, 
Checnya, dan lainnya”.26 Karena itu pulalah beliau dikenal dengan 
seorang pionir arsitek agung peletak dasar-dasar yurisprudensi.  
Sumber hukum dalam al-risalah dikemukakan yaitu: 
Alquran, Sunah, Ijmak dan Kias. Kitabnya lainnya yang terkenal, 
                                                             
25
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia…h. 169.170  
26
Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia; Agama dan Spiritualitas di 
Zaman Kaku …h. 122-123; Bandingkan dengan Mohammad Daud Ali, Hukum 
Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia…h.170-171. 
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yaitu al-Umm (Induk). Para yuris dan cendekiawan mengenal dari 
Imam Syafii tentang pendapat hukumnya ketika Ia berada di 
Baghdad (Irak) dengan pendapat hukum qaul qadim dan ketika 
berada di Cairo (Mesir) dengan nama qaul jadid.  Perbedaan 
pendapat hukum tersebut merupakan refleksi penemuan hukum 
melalui ijtihad atas suatu situasi dan kondisi masyarakat yang 
berbeda di antara dua tempat tersebut. 
4. Imam Ahmad bin Hanbali (781-855 M) 
Imam Ahmad bin Hanbali, lahir di Baghdad dan wafat pada 
tahun 241 H/ 855 M di Baghdad. Mazhab Hanbali secara resmi 
dianut di Uni Emirat, Bahrain, Oman, Yaman, Irak, dan Yordania. 
Imam Hanbali belajar hukum dari beberapa ahli hukum, di 
antaranya Imam Syafii. Selain ahli hukum, Imam Hanbali ahli pula 
tentang ilmu Hadis seperti Imam Malik. Ia menyusun suatu kitab 
Hadis yang terkenal bernama al-Musnad. Pendapat Ahmad bin 
Hanbali ini menjadi pendapat resmi (negara) di Saudi Arabiah. 
Sumber hukumnya tidak jauh berbeda dengan gurunya, yaitu 
Imam Syafii dengan menekankan kepada sumber utama Alquran 
dan Sunah.27   
Di kalangan Syiah seperti diuraikan Haidar Bagir 28bahwa 
terdapat mazhab populer, yaitu mazhab Ja’fari yang dinisbatkan 
kepada Imam Ja’far al-Shiddiq, lahir di Madinah dan wafat pada 
tahun 148 H/ 765 M di Madinah. Mazhab ini lebih dikenal dengan 
mazhab Syiah Imaniyah Itsna ‘Asyariah. Penganutnya banyak 
secara mayoritas di Iran, kemudian di Irak, Bahrain, Lebanon, dan 
negara lainnya. Dalam sejarah perjalanannya, Imam Ja’far dikenal 
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Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia…h. 169.171 
28
Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia; Agama dan Spiritualitas di 
Zaman Kaku …h. 122-123  
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sebagai guru Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bahkan dalam 
catatan Abu Hanifah dengan mengatakan “…kalau bukan karena 2 
tahun (aku belajar) di bawah Imam Ja’far, maka aku Nu’man 
(nama kecil Imam Abu Hanifah) tak menjadi apa-apa. Belakangan 
Imam Syafii sempat belajar dari Imam Malik. Kemudian  Imam 
Hanbali belajar dari Imam Syafii. 
Adapun Mazhab Zaidi dinisbahkan kepada Imam Zaid bin 
Ali, lahir di Madinah dan meninggal pada tahun 122 H/ 740 M di 
Kufah. Mazhab Zaidi banyak dianut di Yaman, mazhab terbesar 
kedua setelah mazhab Syafii di negeri tersebut. 
Mazhab Ibadhi yang secara permanen dinisbahkan kepada 
Abdullah bin Ibadh al-Tamimi, lahir di Nizwa Oman dan wafat 
pada 702 M di Basrah. Mazhab ini dianut di Oman, Aljazair, 
Tunisia, Libya, Zanzibar, dan Afrika Timur. Mazhab ini pada 
dasarnya digariskan prinsip-prinsipnya oleh Imam Jabir bin Zaid 
al-Azdi (w. 93 H/ 712 M, yang tak lain adalah murid ibnu Abbas 
Sayyidah Aisyah. 
Sedangkan mazhab Zhahiri, didirikan oleh Imam Dawud bin 
Ali al-Ishfani (w. 270 H/ 804 M dan berjasa besar dalam 
merumuskan dan menggariskan prinsip-prinsip mazhab ini 
adalah Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm, lahir di Cordova dan 
wafat pada 456 H/ 1064 M di Sevilla. Mazhab ini pernah banyak 
dianut di Mesopotamia, Iran Selatan, Semenanjung Liberia, 

















A. KETETAPAN HUKUM ISLAM DALAM ALQURAN 
DAN SUNNAH 
 
Hukum Islam merupakan tradisi hukum yang diyakini oleh 
umat Islam sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan 
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(Devine Law) dan bersifat sakral. Keyakinan ini didasarkan pada 
kenyataan Alquran dan Sunah merupakan pedoman hidup bagi 
umat manusia, baik berkaitan dengan hubungan seorang kepada 
Allah swt. maupun interaksinya sebagai individu kepada manusia 
lainnya, kepada dirinya sendiri, serta kepada alam lingkungan. 
Kesempurnaan Alquran dan sunah sebagai sumber utama dalam 
hukum Islam seyogianya tidak dimaknai sebagai sumber hukum 
ibarat ensiklopedi yang secara detail memberikan penjelasan 
tentang status hukum suatu peristiwa. Namun hanya menetapkan 
pokok-pokok secara prinsipiil untuk dipahami dalam konteks 
waktu dan kondisi tertentu. Mengingat suatu peristiwa dan 
problematik dari hari ke hari semakin kompleks, maka dalam 
menghadapinya dibutuhkan suatu penemuan hukum melalui 
ijtihad. 
Upaya melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap 
sumber utama hukum Islam meniscayakan adanya penalaran 
yang sistematis dan logis oleh para ulama, cendekiawan, dan 
ilmuan berbasis Multi disiplin keilmuan. Pemahaman itu dapat 
berarti kosa kata dan kalimat yang tertulis dalam Alquran dan 
Sunah, dapat pula berupa upaya kontekstualisasi spirit 
substansial makna dan kandungan sumber utama  hukum Islam.   
Dengan demikian, bagi umat Islam ijtihad adalah suatu 
kebutuhan dasar,1 untuk memberikan jawaban hukum atas 
berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi pada saat 
sekarang. Oleh sebab itu, ijtihad lebih dibutuhkan lagi pada setiap 
zaman dan kondisi di mana umat Islam berada, Karena adanya 
perubahan yang terjadi dalam kehidupan serta perkembangan 
sosial yang kompleks di era informasi globalisasi saat ini. 
                                                             
1
Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 
40.   
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Perbedaan problematik yang dihadapi oleh tiap generasi, 
menjadi latar dan alasan tentang urgensitas untuk dilakukannya 
suatu penemuan hukum melalui ijtihad. Hal tersebut tercermin 
ketika para sahabat melakukan ijtihad, baik ketika Nabi 
Muhammad saw. masih hidup, maupun ketika Nabi Saw. sudah 
wafat. Para Sahabat berupaya melakukan penemuan hukum 
melalui ijtihad. Setelah ijtihad para Sahabat tersebut 
mendapatkan legitimasi dari Rasulullah Saw. maka ijtihad itu 
menjadi hujah, yurisprudensi dan mengikat bagi mereka dalam 
konteks kehidupan mereka dengan berbagai dinamikanya. 
Seperti diungkapkan Iskandar Umar bahwa “Setidaknya ada 
dua situasi dan kondisi yang mengharuskan upaya penemuan 
hukum melalui ijtihad sesudah Nabi Saw., yaitu; Pertama, pada 
masa Nabi Saw. wahyu sebagai sumber utama ajaran Islam masih 
belum berhenti (masih tetap turun), sedangkan setelah masa Nabi 
Saw., wahyu tidak pernah turun lagi untuk selama-lamanya; 
Kedua,  masalah-masalah yang muncul pada masa Nabi tidak 
sebanyak masalah yang muncul sesudah itu. Masa Nabi daerah 
Islam masih kecil, umat Islam belum banyak berhubungan dengan 
umat-umat yang lain. Sedangkan masa-masa sesudah Nabi, baik 
karena perluasan Islam maupun karena perkembangan 
peradaban dan kebudayaan serta kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, masalah-masalah yang baru muncul di hadapan 
umat Islam demikian banyaknya.”2 
Upaya penemuan hukum melalui Ijtihad, dimaksudkan 
mengarah kepada pembahasan masalah-masalah baru dan 
problematik-problematik modern serta berusaha mencari 
penyelesaiannya berdasarkan nas-nas hukum yang pokok. Selain 
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Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 162 
44  | Konstruksi Penemuan Hukum Melalui Ijtihad 
 
itu, perlu juga meninjau kembali pendapat-pendapat lain guna 
meluruskannya atau merubahnya dan membubuhinya dengan 
suatu nilai baru kembali, yang sesuai dengan kondisi dan situasi 
zaman sekarang serta kebutuhan-kebutuhannya. 
Dewasa ini, dunia Islam sudah sangat memerlukan adanya 
yuris yang profesional, sebab kehidupan masyarakat telah 
diwarnai dengan inovasi di segala bidang, sedangkan nas-nas 
Alquran dan Sunah Nabi Saw. tidak menerangkan segala 
persoalan secara keseluruhan dan detail. Keadaan seperti itu, 
sangat dibutuhkan pemikiran yang bersih dan penuh 
kesungguhan untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang 
sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. 
Adapun mengenai transformasi pemikiran dalam hukum 
Islam dapat di lihat dalam dua hal;  
1. Transformasi Ketetapan Hukum dalam Alquran 
Transformasi ketetapan-ketetapan hukum dalam Alquran 
dapat dilihat, antara lain pada proses pewahyuan Alquran yang 
diturunkan secara berangsur-angsur tersebut mempunyai 
beberapa hikmah, antara lain agar manusia mudah memahami 
hukum-hukum yang ditetapkan. Berangsur-angsurnya Alquran 
dalam menetapkan hukum terdapat dalam beberapa kasus, 
misalnya kasus minuman keras dapat ditemukan dalam beberapa 
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“Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras 
(Khamar) dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat 
doa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S al-Baqarah: 
219)”.3 
Ayat ini belum mengharamkan minuman keras (khamar) 
bagi orang-orang Arab yang pada masa itu merupakan tradisi, 
melainkan hanya mengingatkan kepada mereka bahwa meskipun 
minuman keras mempunyai manfaat, tetapi manfaatnya tidak 
berarti jika dibandingkan dengan dosa yang diakibatkannya. 
Setelah itu, diturunkan ayat selanjutnya untuk memberi 
peringatan kedua kalinya yang sudah mengandung unsur 





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengerjakan Shalat ketika kamu sedang mabuk, kecuali jika 
kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan”.4 
 
Ayat tersebut turun terkait dengan peristiwa seorang 
Sahabat sedang memimpin Shalat berjamaah dalam keadaan 
                                                             
3
Departemen Agama R.I, Alquran dan Terjemahnya (Cet. Edisi Revisi: 
Semarang, 1989), h. 53  
4
Departemen Agama R.I, Alquran dan Terjemahnya …., h. 125 
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mabuk akibat pengaruh minuman khamar pada acara yang 
diinisiasi Sahabat Abul Rahman bin Auf. Hal mana, Sahabat yang 
mengalami gangguan pikiran konsentrasi akibat khamar 
membaca surah al-kafirun dengan bacaan yang tidak sesuai 
dengan sebenarnya. Bacaannya, yaitu: 
 
“(Katakanlah; Hai orang-orang kafir, kami menyembah apa 
yang kamu sembah...)”.5  
 
Berdasarkan peristiwa ini ayat di atas turun memberi 
peringatan kembali supaya orang-orang Islam menjauhi 
perbuatan bermabuk-mabukan ketika hendak mendirikan Shalat. 
Peringatan dalam ayat-ayat ini belum membuat orang-orang Islam 
berhenti dari kebiasaannya itu dan masih mencari kesempatan 
antara dua waktu Shalat untuk minum khamar, misalnya antara 
waktu Isya dan Subuh. Waktu ini dijadikan kesempatan, sebab 
meskipun mereka usai minum khamar sebelum tidur, tetapi 
kondisi mabuk mereka akan normal setelah bangun dari tidurnya. 
Oleh karena itu, untuk menghentikan perbuatan minuman keras 
bagi orang-orang Islam, turunlah ayat selanjutnya untuk 
menerangkan bahwa perbuatan semacam itu merupakan 
perbuatan setan, yakni; 
 
                                                             
5
Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi pemikiran (Cet, I; 
Semarang: DIMAS, 1996), h. 84. 




“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, 
judi, berhala dan mengundi nasib adalah (pekerjaan) keji dari 
perbuatan setan. Sebab itu, hendaklah kamu jauhi, mudah-
mudahan kamu mendapat kemenangan.”6  
Ayat ketiga sudah tegas mengharamkan minuman keras 
(khamar) dan dikategorikan sebagai perbuatan setan yang harus 
dijauhi orang-orang Islam. Suatu kaidah menyebutkan bahwa 
setiap perbuatan yang dinisbahkan kepada setan, menunjukkan 
kepada keharaman untuk dilaksanakan. 
Pengangsuran penetapan hukum dalam Alquran merupakan 
suatu bukti sering terjadi perubahan-perubahan penetapan 
hukum, terutama terhadap persoalan yang sudah menjadi tradisi 
dalam masyarakat yang sulit diubah dalam waktu singkat dan 
perlu waktu yang lama untuk menyesuaikan kondisi aktual 
masyarakat dengan sosialisasi hukum Islam. 
Bukti lain yang dapat dijadikan argumen untuk mendukung 
bahwa dalam Alquran terjadi transformasi ketetapan  hukum 
ialah adanya al-Nasikh wal al-Mansukh sebagaimana yang 
disepakati keberadaannya oleh mayoritas ulama. 
Tentang jumlah Alquran yang dimansukh, terdapat 
kontroversi di kalangan ulama. Al-Nakhas misalnya menyebutkan 
ratusan ayat,7 tetapi Al-Sayuti dalam penelitiannya menemukan 
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Departemen Agama RI,… op cit., h. 176.  
7
Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi pemikiran…h.85.  
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hanya dua puluh satu ayat. Bahkan Syah Waliy Allah al-Dahlani 
hanya menemukan sekitar lima ayat.8 
Terjadinya pengangsuran jumlah ayat yang dimansukh 
disebabkan oleh kemampuan seorang ulama dalam 
mengompromikan ayat-ayat yang dianggap bertentangan oleh 
ulama-ulama lain. Abu muslim al-Asfhani, yang lebih mampu 
mengompromikan semua ayat yang dianggap bertentangan alih 
ulama-ulama lain, ternyata menolak teori al-nasikh wa al-
mansukh dalam Alquran.9 
Dasar hukum penetapan adanya teori al-nasakh wa al-




“Apa-apa yang kami ubah atau kami lupakan (Kepadamu), 
kami datangkan (gantinya) dengan yang lebih baik dari 
padanya atau sempurna. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah 
maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu”.10 
Berdasarkan ayat di atas, mayoritas ulama menetapkan 
kemungkinan terjadinya Al-Nasikh wa al-Mansukh dalam Alquran. 
Sebab jika Allah Swt. berkehendak menghapus ayat-ayat-Nya yang 
                                                             
8
Umar Syihab, Hukum Islam ..., h.85. 
9
Abu Muslim al-Asfhani dalam Umar Syihab, menyatakan bahwa 
penolakannya terhadap al-nasikh wa al-mansukh dalam Alquran, karena dia 
dapat mengkompromikan ayat-ayat yang dianggap bertolak belakang oleh 
ulama-ulama yang menganggap adanya teori tersebut. Ibid., h. 86      
10
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya …, h. 29  
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lalu dan menggantinya dengan ayat-ayat-Nya yang baru tidak ada 
masalah, karena dialah yang mewahyukan ayat-ayat Alquran. 
Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang adanya 
teori al-Nasikh wa al-Mansukh ternyata teori tersebut telah 
berkembang dalam masyarakat Islam, bahkan mendapat 
dukungan dari beberapa ulama (jumhur). 
Contoh lain tentang al-Nasikh wa al-Mansukh dalam 
Alquran, seperti yang dikehendaki oleh jumhur ialah pada saat 
turunnya ayat pada awal perkembangan Islam. Seperti yang 
terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 115. yakni belum ada perintah 
menghadap kakbah dalam pelaksanaan Shalat. Pada masa 
tersebut orang-orang yang mendirikan Shalat bebas menghadap 
ke mana saja. Akan tetapi ketika turunnya ayat yang menunjukkan 
arah kiblat pada waktu Shalat, maka kandungan ayat tersebut 
tidak diperlukan lagi. Ayat yang dimaksud adalah Q.S. Al-Baqarah: 
144. 
Dengan turunnya ayat 144 surah al-Baqarah, maka seluruh 
umat Islam diwajibkan menghadap kakbah ketika mendirikan 
Shalat. Berdasarkan hal ini, jumhur ulama menetapkan bahwa 
ayat sebelumnya (Q.S. al-Baqarah: 115) telah dihapus hukumnya 
oleh ayat (Q.S. al-Baqarah:144). 
Adanya teori al-Nasikh wa al-Mansukh dalam Alquran 
seperti yang di akui oleh jumhur ulama menunjukkan bahwa 
dalam Alquran senantiasa terjadi transformasi penetapan hukum. 
2. Transformasi Ketetapan Hukum dalam Hadis. 
Transformasi pemikiran hukum dalam nas bukan hanya 
terjadi dalam ayat-ayat Alquran, tetapi terjadi pula dalam Hadis 
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Nabi Muhammad Saw.11 Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam 
sejarah, Nabi Muhammad Saw. sering mengubah sabdanya yang 
semula dengan sabdanya yang lain dikemudian hari, karena 
terjadinya transformasi sosial bagi umat Islam. Misalnya; sabda 




“Dari Sulaiman Bin Buraidah, sesungguhnya aku telah 
melarangmu untuk berziarah kubur, tetapi Muhammad telah 
diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya. Oleh karena itu, 
ziarahilah (kubur itu), sebab dapat mengingatkan kepada 
akhirat. (H.R al-Turmudzi)”.12  
Hadis di atas merupakan dalil bolehnya menziarahi kubur 
famili (kerabat) yang telah wafat. Kebolehan ini merupakan suatu 
dispensasi bagi umat Islam, yang sebelumnya telah dilarang oleh 
Nabi Muhammad Saw. sendiri. Penyebab larangan tersebut ialah 
karena umat Islam pada waktu itu belum memiliki akidah yang 
kokoh, sehingga jika dibiarkan ke kubur kemungkinan besar 
mereka dapat berbuat syirik. 
Setelah akidah umat Islam mantap dan kokoh, Nabi 
Muhammad SAW mengubah sabda pertamanya yang melarang 
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 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi pemikiran …h. 89  
12
Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Turmudsi, Bairut, 
Darul Kutub al-Ilmiah, [tt.], juz III, h. 370  
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ziarah kubur dengan sabdanya yang baru, yaitu dibolehkannya 
menziarahi kubur keluarga yang telah wafat. Dengan menziarahi 
kubur, seseorang akan mengingat hari akhirat dan mendorong 
untuk takut berbuat kejahatan, sementara dorongan berbuat 
kebaikan akan meningkat. 
Contoh yang dikemukakan tersebut merupakan bukti 
bahwa dalam hadis Nabi Saw. sering terjadi transformasi 
penetapan hukum. Untuk mengetahui lebih jauh tentang 
transformasi ketetapan hukum tersebut diperlukan pengkajian 
tentang kondisi sosial masyarakat ketika Nabi Muhammad Saw. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan bahwa terjadinya transformasi ketetapan hukum 
dalam nas (baik dalam Alquran maupun dalam Hadis Nabi Saw., 
ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan kondisi sosial 
masyarakat yang dihadapi ayat dan hadis tersebut. Dengan kata 
lain bahwa terjadinya transformasi sosial umat Islam merupakan 
penyebab utama terjadinya transformasi ketetapan hukum dalam 
nas. 
Oleh karena itu, ijtihad dan kaitannya dengan transformasi 
pemikiran merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan 
hukum Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena 
melihat kondisi pada saat sekarang ini banyak perubahan dan 
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B. OPTIMALISASI IJTIHAD DALAM PEMBARUAN 
HUKUM ISLAM 
Nabi Muhammad Saw. merupakan nabi yang diutus dan 
hidup di Kota Mekah dan Kota Madinah dengan membawa suatu 
risalah untuk membangun peradaban melalui kesempurnaan budi 
pekerti tiap individu. Kesempurnaan akhlak tersebut menjadi 
prasyarat bagi terwujudnya ajaran Islam sebagai ajaran yang 
rahmatan lil alamin.  
Perjalanan Nabi Muhammad Saw. dengan membawa ajaran 
yang sempurna untuk dipedomani umatnya, yaitu Alquran dan 
sunah kepada suatu era dan kondisi sosial tertentu maka 
dibutuhkan suatu ikhtiar untuk memecahkan persoalan yang 
dihadapi masing-masing umat dengan melakukan ijtihad 
berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari sumber utama hukum 
Islam tersebut.  
Seperti diketahui, Islam mempunyai ajaran yang sempurna. 
Kesempurnaannya terletak pada aksebilitas penerapan ajarannya 
yang bersifat kondisional sesuai keadaan umat masing-masing. 
Walaupun demikian, ajaran Islam terdapat juga ajarannya yang 
bersifat absolut yang tidak dapat diperbaharui seperti Shalat 
subuh harus dua rakaat, mengerjakan haji harus tawaf, wukuf dan 
sebagainya sesuai yang dikerjakan Nabi. 
Jadi mana yang harus diperbaharui, apa yang harus 
dimodernisasikan dalam Islam? jawabannya adalah pola pikir 
terhadap agama yang perlu diperbaharui, pembaruan dalam 
pemikiran terhadap ajaran yang berhubungan dengan muamalat 
dalam arti luas sesuai dengan perkembangan zaman. 
Konsep pembaruan itu sendiri telah ada dalam Alquran 
seperti dalam surat adh-Dhuha: 





“Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagi kamu 
dari yang dahulu”13 
 
Pembaruan yang dianjurkan dalam Islam bukanlah 
westernisasi dalam arti pembaratan dalam cara berpikir, 
bertingkah laku dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran 
Islam, akan tetapi pemikiran terhadap agama yang harus 
diperbaharui dan direformir, pemikiran modern yang 
menimbulkan reformir dalam agama, dan hal ini tidaklah mungkin 
timbul dari pola berpikir yang sempit. 
Bila hukum Islam tidak dikembangkan dan tidak 
diperbaharui, maka hukum Islam itu akan ketinggalan zaman, 
tidak sesuai dengan masyarakat modern. Kalau hukum Islam tidak 
diperbaharui, hukum itu akan ditinggalkan oleh masyarakat 
karena hukum itu tidak mampu menjawab permasalahan yang 
dihadapi. Hal itu berarti hukum Islam tidak lagi mampu menjamin 
kemaslahatan hidup manusia dan tidak mampu memberikan 
kebahagiaan bagi mereka. 
Dengan demikian pembaruan hukum Islam sebenarnya 
adalah tuntunan dari hukum Islam itu sendiri, yang menyebut 
dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di setiap waktu dan 
tempat, karena hukum Islam memang diciptakan untuk 
                                                             
13
Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahnya… h. 1070  
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merealisasikan kemaslahatan umat dan untuk menjamin 
kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. 
C. MODEL IJTIHAD KONTEMPORER SEBAGAI 
BENTUK PENEMUAN HUKUM 
 
Bahwa tantangan para yuris Islam untuk menemukan 
hukum melalui ijtihad semakin rumit seiring makin variatifnya 
kompleksitas kehidupan umat Islam.  Karenanya, perlu metode 
ijtihad yang tetap senafas dengan nilai universal ajaran Islam 
berdasarkan sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan 
Sunah. Dengan demikian, urgensitas pemakaian ijtihad yang cocok 
dengan situasi dan kondisi setempat, seperti bentuk-bentuk 
ijtihad yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi sebagai berikut; 
1. Ijtihad Selektif (Intiqa’i / Tarjih). 
Model penemuan hukum melalui ijtihad selektif 
(Intiqai/Tarjih) merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan dengan 
cara melakukan pemilahan, penyaringan yang bersifat selektif 
secara ketat dari berbagai pendapat hukum para yuris terdahulu 
dengan menganalisis secara cermat, mendalam tentang pendapat 
hukum yang paling kokoh dan kuat basis legitimasinya serta 
kontekstual untuk mencapai suatu kemaslahatan.  
Bahwa upaya melakukan pemilahan, penyaringan secara 
selektif dan ketat terhadap pendapat hukum para yuris terdahulu 
tentang suatu pemecahan hukum suatu masalah. Hal demikian 
bukan bermaksud untuk menganulir penemuan hukum melalui 
ijtihad oleh para yuris terdahulu, namun semata-mata melakukan 
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rekonstruksi penemuan hukum melalui ijtihad untuk melihat 
persesuaian dengan zaman yang dihadapi sekarang. 14 
Hal ini pula menegaskan bahwa suatu pendapat hukum 
yang dikeluarkan oleh para yuris, cendekiawan, ulama pada 
zaman tertentu tidak ada yang mutlak absolut, tetapi terbuka 
ruang oleh siapa pun untuk melakukan kritik berbasis 
kemaslahatan dan kontekstual sesuai zaman yang dihadapinya. 
Secara bahasa, Intiqai  berasal dari kata:  -  -  - 
 yang berarti mempertemukan yang lebih utama . Dapat juga 
berarti membersihkan, mengumpulkan, dan menyeleksi atau 
memilih .15 Sedangkan dalam Kamus Al-Munawir, diartikan 
dengan mengeluarkan sumsumnya, bersih murni, memilih, 
pilihan dari sesuatu .16 Dalam hal ini, kegiatan menyaring atau 
menyeleksi, yakni memilih salah satu yang terbaik dari beberapa 
yang ada. 
 Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Ijtihad Selektif 
(Intiqai/Tarjih) adalah: 
 Ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat 
dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih 
Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena 
pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat 
yang lain”.17 
                                                             
14
Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi pemikiran…h. 79-80  
15
Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Anshaari, Lisan al-Arab, Jux 
XX (Dar al-Misr, t.th), h. 212. 
16
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Cet. XXV; Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1997), h. 1459. 
17
Yusuf Qardhawi, al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-In«iba¯h wa al-Infirah, 
Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Isl±miyyah, 1414 H/ 1994), h. 20. 
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 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ijtihad semacam 
ini adalah upaya mengumpulkan berbagai pendapat tentang 
sebuah permasalahan hukum, kemudian diseleksi atau dipilih, 
ditarjih sebuah pendapat yang dinilai paling kokoh legitimasinya 
dan paling sesuai atau paling benar berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan kemaslahatan tertentu atau kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkan serta sesuai dengan spirit nilai universal sumber 
utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunah.  
Metode dan bentuk ijtihad selektif (intiqai/tarjih) berbeda 
dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu 
tanpa menelusuri dan meneliti landasan hukum (dalil) yang 
menjadi acuan seorang yuris. Maksud dari metode ijtihad selektif 
(intiqai/tarjih) adalah untuk mengadakan suatu kajian komparatif 
terhadap berbagai macam pendapat hukum dengan mengkaji 
ulang secara saksama dan penuh ketelitian terhadap landasan 
hukum (dalil) yang menjadi racio legendi suatu pendapat hukum 
tersebut. Akhir dari pengkajian dan penelitian dari landasan 
hukum (dali) dari sumber utama hukum Islam tersebut adalah 
memilih suatu pendapat hukum yang paling kokoh dan kuat basis 
legitimasinya dengan tetap berpatokan pada kaidah-kaidah 
standar. Di antaranya; pertama, terdapatnya persesuaian secara 
kontekstual dengan era sekarang dan kondisi kekinian; kedua, 
berdasarkan spirit kemanusiaan; ketiga, asas kemudahan dan 
keterjangkauan dalam pelaksanaannya; keempat, berasas 
maqashid al-syariah dan penghindaran dari kemufsadatan.18 
Menurut Fathurrahman Jamil, mujtahid dalam tipe ijtihad 
ini hampir sama dengan ahlu tarjih dalam klasifikasi mujtahid 
yang dikemukakan oleh ahli usul fikih pada umumnya. Namun 
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Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-In«iba¯h wa al-
Infirath…h.32-33. 
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yang harus digarisbawahi, kegiatan tarjih yang dilakukan pada era 
kebangkitan kembali (termasuk saat ini) berbeda dengan kegiatan 
tarjih pada masa kemunduran. Pada masa itu, kegiatan tarjih 
hanya berkutat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli fikih 
di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi’iyah, Malikiyah, dan 
lain-lain. Sedangkan kegiatan tarjih pada masa sekarang ini 
bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu. 19 
Bahwa penerapan metode ijtihad selektif (intiqai/tarjih) 
tidak  hanya pada lingkup mazhab empat yang menjadi rujukan 
standar bagi para yuris, cendekiawan, dan para ulama, namun 
bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih 
pendapat-pendapat selainnya. Pendapat hukum tersebut bisa saja 
datang dari kalangan sahabat, tabiin, maupun para ulama salaf 
yang hidup sesudah mereka.  
Dengan demikian, upaya penemuan hukum melalui ijtihad 
terletak pada keseriusan dan kefokusan para yuris untuk 
mengkaji dan meneliti berbagai pendapat hukum yang eksis ada 
dengan melakukan pengkajian, penelitian secara sungguh-
sungguh terhadap landasan hukum (dalil) sebagai ratio legendi 
dan kerangka berpikir masing-masing pendapat hukum serta 
kesesuaiannya dengan kondisi sekarang dan ruang waktu 
tertentu. 
 
2. Ijtihad Insyai 
Secara bahasa, kata Insyai  berasal dari kata:    -  – 
  -   -  yang memiliki makna ”menjadikan, 
                                                             
19
Fathurrahman Jamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Cet. 
I, Jakarta: Logos, 1995), h. 32. 
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mengadakan, binaan, karangan, rincian dan jalan karangan”.20 
Sedangkan dalam Kamus Al-Munawir, diartikan dengan 
”mengadakan, menjadikan, menciptakan, memulai, 
membangun”.21  
Apabila kata tersebut dikaitkan dalam konteks penemuan 
hukum melalui ijtihad, maka ia bermakna  penemuan hukum 
melalui ijtihad yang bersifat kebaruan, orsinal, belum pernah ada 
sebelumnya. Dalam artian, berusaha menciptakan sebuah 
rumusan baru yang berbeda dengan rumusan-rumusan yang telah 
ada atau memang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama 
sebelumnya karena masalah tersebut baru muncul pada masa itu. 
Menurut Yusuf al-Qarghawi, Ijtihad orisinal (Insyai)  
merupakan model penemuan dan penetapan hukum terhadap 
sesuatu problematik atau peristiwa yang sudah lama atau baru 
dan belum ada sama sekali status hukumnya serta belum pernah 
ada pendapat tentang kedudukan hukumnya dari para yuris 
terdahulu. Artinya, penemuan hukum tersebut melalui ijtihad bisa 
saja menyangkut persoalan, peristiwa lama, namun pendapat 
hukum yang dikemukakannya itu baru dikemukakan oleh para 
yuris sekarang22. Jadi pendapat hukum yang berbeda oleh yuris di 
era sekarang dengan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh 
yuris terdahulu terhadap suatu permasalahan  tertentu maka 
bukanlah yang dimaksud sebagai bentuk dan metode penemuan 
hukum melalui ijtihad orisinal (insyai). Seperti suatu 
                                                             
20
 Idris al-Marbawi, Qamus Idris al-Marbawi, Juz I (Mesir: D±r al-Fikr, t.th), 
h. 316. 
21
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Cet. XXV; Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1997), h. 1416. 
 
22
 Yusuf Qar«hwi, al-Ijtihadal-Mu'ashir, op cit, h. 32-33.  
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permasalahan terdapat 2 pendapat hukum dari yuris terdahulu, 
kemudian muncul pendapat hukum baru dari permasalahan 
tersebut, maka pendapat hukum yang baru itu bukan sebagai 
bentuk ijtihad orisinal (Insyai) karena sudah pernah ada pendapat 
hukum dari yuris sebelumnya. Namun hanya bersifat 
menambahkan menjadi 3 pendapat hukum dari permasalahan 
tersebut. 
Jadi rumusan sebagai upaya melakukan penemuan hukum 
melalui ijtihad dengan menetapkan hukum baru atau pendapat 
baru terhadap suatu masalah yang belum pernah dirumuskan 
oleh para yuris, ulama terdahulu itulah yang disebut sebagai 
metode ijtihad orisinal (Insyai). 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Ijtihad Insyai  
adalah membuat sebuah rumusan kesimpulan hukum baru atas 
sebuah permasalahan, baik yang sifatnya baru maupun 
permasalahan hukum yang telah lama, namun pendapat tersebut 
sifatnya baru atau belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama 
yang telah membahas permasalahan tersebut sebelumnya. 
Contoh yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah 
zakat terhadap penyewaan tanah. Menurutnya ”bahwa  penyewa 
hendaklah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang 
dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab 
dengan tidak menzakati hasil yang seharga ongkos sewa tanah 
yang akan diberikan kepada pemilik tanah, karena ongkos sewa 
tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. 
Dengan demikian, ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih 
dari tanaman itu. Sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya 
harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya apabila 
sampai senisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus 
dibayarkan. Jadi kedua-duanya mengeluarkan zakat hasil yang 
diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini 
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belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. 
Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan 
buah-buahan dari hasil bumi yang disewa sepenuhnya 
dibebankan kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu 
Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si 
pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah.”23 
Demikian salah satu dari beberapa contoh yang 
dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi untuk menjelaskan konsep 
ijtihad orisinal (insyai)   tersebut. Sedangkan untuk konteks 
Indonesia, wujud ijtihad orisinal (insyai ) yaitu mengenai ikhtiar 
para ulama, para cendekiawan, para yuris tentang keharusan 
pengawasan dengan melakukan pencatatan terhadap suatu 
perkawinan sebagaimana termaktub dalam produk hukum 
nasional yang bersifat integral dengan hukum Islam, yaitu 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 tentang Pokok-Pokok  
Perkawinan dan juga terdapat dalam produk hukum Islam 
bercirikan kenusantaraan, yaitu KHI. 
Produk hukum tentang pencatatan perkawinan diakomodir 
dalam hukum perkawinan di Indonesia24 atas dasar Maslahah 
mursalah, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Hal ini terutama 
mencegah dampak negatif bagi pihak istri dan anak-anak jika 
kemudian hari diterlantarkan hak-haknya oleh pihak suami. 
Dengan adanya Akta Nikah, maka dapat dijadikan sebagai bukti 
untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan untuk menuntut 
hak-haknya yang diterlantarkan.25 Hal ini termasuk wujud ijtihad 
                                                             
23
 Ibid., h. 33 
24
Mengenai keharusan pencatatan perkawinan, lihat Pasal 5 KHI dan 
teknis pelaksanaannya pada Pasal 6 KHI. 
25
Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I, 
Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 109-110. 
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orisinal (insyai), pemikiran baru dalam masalah perkawinan dan 
belum dirumuskan oleh para ulama, para yuris sebelumnya 
tentang masalah ini. 
Berkaitan dengan metode dan bentuk penemuan hukum 
melalui ijtihad orisinal (insyai), perlu pemahaman yang utuh dan 
komprehensif terhadap problematik kemasyarakatan dan 
kemanusiaan yang bersifat baru di era informasi dan global 
seperti sekarang. Mengingat kompleksitas permasalahan sekarang 
dan semakin variatifnya disiplin keilmuan dengan berbagai 
perkembangannya secara epistemologi, maka upaya penemuan 
hukum dengan melakukan ijtihad orisinal (insyai) sudah bukan 
lagi eranya dengan mengandalkan kecendekiawanan personal 
individual. Namun suatu keharusan mutlak melakukan ijtihad 
bersifat addraiyah (kolektif institusional) degan melibatkan 
berbagai pakar berbasis multidisipliner keilmuan.  
Pendapat senada dikemukakan oleh M. Quraisy Shihab dan 
Ahmad Azhar Basyir. Menurut Shihab, berkembangnya disiplin 
ilmu yang beraneka ragam serta interdependen yang terjadi antar 
berbagai disiplin ilmu, ditambah dengan derasnya pengaruh 
globalisasi menjadikan ketetapan hukum memerlukan kerja sama 
antar berbagai disiplin ilmu. Beliau menambahkan bahwa cara ini 
telah diterapkan pada masa sahabat yakni Abu Bakar Ra., Umar 
bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. 26 
 Demikian halnya pendapat Ahmad Azhar Basyir. 
Menurutnya, bahwa pergeseran dan perubahan nilai hidup terjadi 
begitu cepat. Masalah-masalah kehidupan semakin kompleks. 
                                                                                                                                   
 
26
M. Quraish Shihab, “Reaktualisasi dan Kritik” dalam Muhammad 
Wahyuni Nafis (Edit.), Kontekstualisasi Ajaran Islam (Cet. I, Jakarta: Paramadina, 
1995), h, 330. 
62  | Konstruksi Penemuan Hukum Melalui Ijtihad 
 
Setiap masalah tidak mungkin dipecahkan oleh ahli hukum 
sendirian, tetapi diperlukan ahli-ahli bidang lain yang terkait. 
Olehnya itu, untuk mengaktualisasikan hukum Islam dalam 
kehidupan masyarakat hendaknya dilakukan kajian ijtihad 
Addariyah (kolektivitas institusional). Terlebih untuk masalah-
masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak, ijtihad 
yang bersifat individual yang mungkin akan berakibat 
membingungkan umat seyogianya dihindari dan dihentikan. 
Terkait dengan hal ini, lembaga ijtihad sangat memerlukan 
fasilitas dan dukungan penuh negara tanpa mengurangi 
kebebasan dan kemerdekaan para mujtahid. 27 
Tampaknya memang untuk masa sekarang ini, wujud ijtihad 
kolektif yang bersifat institusional (ijtihad addariyah) inilah yang 
perlu digalakkan. Tidak hanya terkait dengan semakin 
kompleksnya permasalahan hukum yang harus dijawab, namun 
terkait juga dengan ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh seorang mujtahid dan di lain sisi figur mujtahid sudah 
semakin langka pada masa sekarang ini. Melalui ijtihad kolektif 
institusional (ijtihad addariyah), para mujtahid bisa saling 
menyempurnakan.  
 Kesadaran atas hal itulah, di Indonesia telah dibentuk 
beberapa lembaga ijtihad yang menjadi forum untuk merumuskan 
berbagai permasalahan hukum. Lembaga-lembaga tersebut antara 
lain adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis 
Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, Dewan Hisbah Persis, 
                                                             
27
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman (Cet. IV, 
Bandung: mizan, 1996), h. 146. Lihat juga di Ahmad Azhar Basyir,”Pokok-Pokok 
Ijtihaddalam Hukum Islam” dalam Haidar Bagir Syafiq Basri (Edit.), Ijtihaddalam 
Sorotan (Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996), h. 62.  
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Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI) Hubbul Al-Wathan, alkhairat, 
Wahdah Islamiyah, dan lain sebagainya. 
 
3. Integrasi antara Ijtihad Selektif (Intiqai/Tarjih)  
dan Orisinal (Insyai) 
 
Selain upaya penemuan hukum melalui ijtihad dengan 
metode ijtihad yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat juga 
metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. 
Penerapannya adalah dengan melakukan pengintegrasian metode 
ijtihad selektif (intiqai/tarjih) dengan metode ijtihad orisinal 
(insyai) dengan terlebih dahulu menyaring, menyeleksi pendapat 
hukum yang paling kokoh landasan hukumnya (dalilnya) yang 
para ulama, para yuris terdahulu telah menetapkannya. kemudian 
dalam pendapat hukum tersebut ditambahkan dengan upaya 
penemuan hukum baru melalui ijtihad orisinal (insyai), yang 
dilaksanakan dengan proses ijtihad addariyah (kolektif 
institusional).  
Contohnya adalah produk hukum tentang wasiat wajibah 
yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan 
dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama salaf 
yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm 
mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka 
sang mayat yang belum sempat berwasiat. Di Negara Indonesia 
diistilahkan dengan ahli waris pengganti sebagaimana diatur 
dalam Pasal 185 KHI. Dalam pasal ini disebutkan bahwa ahli waris 
yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris, anaknya dapat 
menggantikan kedudukannya, di mana bagiannya tidak boleh 
melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 
Sedangkan istilah wasiat wajibah versi KHI diperkecil lingkupnya , 
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sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan 
atau anak angkat (Pasal 209 KHI).  
Bahwa aturan tersebut merupakan hasil perpaduan atau 
integrasi antara Ijtihad selektif (Intiqai/tarjih) dengan ijtihad 
orisinal (insyai). Dalam konteks keindonesiaan, berbagai materi 
dalam produk hukum Islam KHI juga melalui proses integratif 
seperti itu. Misalnya mengenai perkara poligami. Bahwa tindakan 
poligami yang dibenarkan oleh kalangan ulama mazhab dengan 
persyaratan adil dan batasan maksimal empat orang isteri 
kemudian diakomodir dalam hukum Islam Indonesia, namun 
ditambah dengan persyaratan tertentu seperti izin dari istri 
terlebih dahulu serta persyaratan-persyaratan lainnya di muka 
pengadilan.28 Hal ini merupakan inovasi dari kalangan pakar 
hukum di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan lembaga 
poligami sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak 
yang tidak diharapkan. Kebijakan seperti ini ditempuh dalam 
rangka mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum 
Islam.  
Mencermati jenis-jenis ijtihad yang ada, dapatlah ditarik 
benang merah, bahwa terkait dengan tuntutan penemuan hukum 
melalui ijtihad untuk mengatasi perkembangan kekinian 
(kontemporer), maka hal yang harus menjadi pertimbangan 
dalam setiap upaya ijtihad, baik ijtihad selektif (intiqai/tarjih) 
maupun ijtihad orisinal (insyai) ataupun integratif dari keduanya 
adalah melakukan klarifikasi dan pagar-pagar metodologis 
dengan terlebih dahulu melihat, yaitu, pertama, dalil-dalil 
normatif, baik yang bersumber dari nas (Alquran dan Sunah) 
                                                             
28
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang alasan-alasan untuk dapat diberi izin poligami, 
serta Pasal 5 tentang syarat-syarat poligami.  
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maupun yang bersumber dari berbagai norma-norma keislaman 
lainnya seperti maqasid al-syar³’ah; kedua, dalil-dalil empiris yang 
terkait dengan permasalahan yang dibahas atau akan dipecahkan 
hukumnya. Hal ini menyangkut perkembangan mutakhir bidang-
bidang pengetahuan yang erat kaitannya dengan obyek ijtihad; 
ketiga, kondisi sosial yang melingkupi di mana sebuah hukum 
akan diterapkan, menyangkut kultur yang sedang berkembang di 
suatu masa atau tempat. 
Keseluruhan unsur-unsur tersebut sangat penting 
dilibatkan dalam rangkaian upaya  penemuan hukum melalui 
ijtihad agar produk-produk hukum yang dihasilkan bersifat 
responsif dan mempunyai landasan teologis yang kokoh serta 
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.  
 







BAB V  
KONSTRUKSI PENEMUAN 
HUKUM MELALUI IJTIHAD 
DALAM PRODUK HUKUM 
ISLAM NUSANTARA 
 
A. KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI KONSTRUKSI 
FIKIH NUSANTARA  
Refleksi atas berbagai arus teknologi informasi 
menimbulkan kegelisahan intelektual para pemerhati hukum 
dengan memunculkan gerakan-gerakan pembaruan pada berbagai 
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lapangan dan bidang sosial kemasyarakatan. Hal tersebut terlihat 
dengan munculnya tokoh-tokoh maupun kelompok cendekiawan 
Islam yang berusaha mendobrak kebekuan sejarah dan mencita-
citakan terwujudnya relevansi antara Islam dan pemikiran di era 
teknologi informasi yang berkembang secara cepat dan pesat. 
Para ulama intelektual menggagas kebangkitan Islam 
dengan menawarkan ide-ide mengenai reformasi pemikiran 
Islam. Upaya pembaruan dalam wilayah lapangan hukum adalah 
akibat timbulnya kesenjangan antara substansi hukum, seperti 
fikih, produk perundang-undangan, produk fatwa, maupun 
yurisprudensi dengan kenyataan sosial yang ada. Sasaran utama 
dari upaya ini adalah gugatan perlunya merujukkan produk 
pemikiran hukum pada sumber-sumbernya dengan komitmen 
menghilangkan otoritas yang berlebihan terhadap para yuris 
Islam abad pertengahan.1 Melalui konstruksi penemuan hukum 
dengan sarana optimalisasi  ijtihad, pengembangan substansi 
hukum Islam dapat dilaksanakan untuk disesuaikan dengan 
berbagai kebutuhan dalam keanekaragaman teritorial, sosial 
budaya kenyataan historis yang senantiasa berubah sesuai dengan 
evolusi zaman. 
Upaya melakukan penemuan hukum  dengan memberikan 
keluwesan dan kebebasan terhadap penalaran ijtihad untuk 
mengkaji ulang materi-materi produk-produk pemikiran hukum 
Islam yang didasarkan pada interpretasi kembali terhadap nas. 
Melakukan hal tersebut dilakukan karena menyadari betul bahwa 
hasil penafsiran para yuris Islam terdahulu adalah produk 
                                                             
1
Mun’im A. Sirry, Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar (Cet. II, 
Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 157  
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pemikiran yang memang cocok untuk kondisi zamannya yang 
sudah tentu  berbeda dengan kondisi masa sekarang. 
Sejarah perkembangan hukum Islam untuk konteks 
Indonesia, upaya penemuan hukum degan melakukan ijtihad 
dalam wujud produk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat 
dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola produk 
pemikiran hukum berkarakter bangsa Indonesia. Seperti langkah 
keberanian dalam penyusunan KHI dengan merumuskan ahli 
waris pengganti2 dan kemungkinan pemberian hak yang 
berimbang antara ahli waris laki-laki dan perempuan atas dasar 
kesepakatan3, setidaknya menjadi indikator adanya konstruksi 
penemuan hukum melalui ijtihad yang tanggap dengan 
perkembangan kebutuhan hukum. 
Proses modernisasi materi hukum yang fungsional dan 
kontekstualisasi menurut dinamika sosial budaya di nusantara 
memang sudah berlangsung cukup lama, seiring dengan pesatnya 
dinamika perkembangan hukum negara ini. Munculnya ide-ide 
pemikiran hukum kontekstual yang dilontarkan oleh beberapa 
akademisi, pemikir, tokoh sebagai refleksi dalam memberikan 
tanggapan pemikiran kondisi sosial kemasyarakatan. Para 
cendekia ini merupakan para pelopor dalam pembaruan Hukum 
Islam di Indonesia4. Olehnya itu, dalam kajian mengenai dinamika 
                                                             
2
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat (1) dan (2) 
3
KHI Pasal 185 
4
Tulisan tentang produk pemikiran Hukum Islam di Inonesia (Kompilasi 
Hukum Islam, Mazhab Nasional Hazairin, Fikih Indonesia Hasbi Ashiddieqy, 
Fikih Sosial Ali Yafie) merupakan refleksi, inspirasi dan pengembangan dari 
diskusi ketika penulis menempuh studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar bersama-sama dengan angkatan 2007 reguler kelas HI-1, 
konsentrasi Syariah/Hukum Islam, tahun akademik 2007/2008 dalam mata 
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penemuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai proses 
terbentuknya produk pemikiran hukum Islam seperti Kompilasi 
Hukum Islam sebagai fikih nusantara, yaitu: 
1. Pengertian Fikih 
Pengertian fikih secara etimologis berasal dari akar dengan 
pola huruf ,   yang memiliki arti “maksud sesuatu” atau 
ilmu pengetahuan. Secara terminologi, menurut Wahab Khallaf 
adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam 
mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya 
secara rinci. 5 
Kata fikih pada periode pembentukan, mulanya mencakup 
pemahaman terhadap persoalan apa saja, tidak hanya terbatas 
pada persoalan hukum, namun mencakup semua aspek ajaran 
keagamaan, baik keyakinan maupun sikap dan perbuatan, moral 
dan hukum. Namun, dalam perkembangan kemudian, terminologi 
fikih menjadi istilah teknis yang ruang lingkupnya terbatas pada 
hukum-hukum praktis (amali) yang dipetik dari  nas Alquran dam 
Sunah.6 
Mencermati pengertian tentang fikih, maka kata kunci yang 
dapat diperpegangi,  yaitu: 
“Fikih itu berupa ketentuan atau peraturan yang bersifat 
amaliah furu’iyah. Fikih itu dihasilkan melalui usaha 
                                                                                                                                   
Kuliah Hukum Islam Indonesia. Tampil sebagai pemakalah, Saudara Hj. Asni 
dengan dosen pemandu Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah.  
5
Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-
Barsany dengan judul Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ed. I, Cet. VII, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2000), h. 2 
6
Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I, 
Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 16-17. 
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penggalian, pemahaman dan perumusan yang dilakukan oleh 
seseorang yang berkualitas mujtahid. Mujtahid dalam 
usahanya menghasilkan fikih itu merujuk kepada wahyu Ilahi 
yang terdapat dalam Alquran dan penjelasannya sebagaimana 
terdapat  dalam Sunah Nabi”.7 
Menurut Ahmad Rofiq8, dengan memperhatikan watak dan 
sifat fikih sebagai hasil jerih payah ahli fikih, berarti fikih dapat 
saja menerima perubahan atau pembaruan (bersifat temporer) 
karena adanya tuntutan ruang dan waktu. Dalam konteks 
keindonesiaan, kajian Hukum Islam di Indonesia merupakan 
penjabaran dari penemuan hukum melalui penalaran ijtihad 
berdasarkan ruang, waktu dan tempat kekinian di  tanah air 
nusantara, yaitu Negara Republik Indonesia. 
2. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kata “Kompilasi” dari segi bahasa adalah kegiatan 
pengumpulan dari bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku 
/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Dalam pengertian 
hukum, kompilasi tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku 
kumpulan yang memuat uraian atas bahan-bahan hukum tertentu, 
pendapat hukum atau juga aturan hukum. 9 
Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam adalah 
rangkuman dari berbagai pendapat atau penemuan hukum oleh 
para intelektual, cendekiawan, ulama yang diambil dari berbagai 
kitab yang ditulis oleh para mujtahid yang sering menjadi 
                                                             
7
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih 
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Ed. I, Cet. II, Jakarta: Prenada 
Media, 2007), h. 4. 
8
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1995), h. 7. 
9
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Ed. I, Cet. I, 
Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 11-12.  
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referensi para hakim di Pengadilan Agama yang diolah dan 
dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Bahan ini 
kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah instruksi 
presiden kemudian dibuat dalam suatu regulasi berbentuk 
Peraturan Menteri Agama untuk digunakan sebagai pedoman oleh 
para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan 
memutuskan suatu perkara.  
3. Sekilas Mengenai Penyusunan dan Materi Kompilasi 
Hukum Islam 
Ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I oleh 
Bapak H. Munawir Syadzali pada bulan Februari tahun 1985 
dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. Meski ada juga versi lain yang mengatakan seakan-akan 
ide tersebut berasal dari seorang ulama besar H. Ibrahim Hosen 
yang kemudian disampaikan kepada Busthanul Arifin, Hakim 
Agung Ketua Muda Mahkamah Agung yang membawahi Peradilan 
Agama ketika itu.10 
Terlepas dari kontroversi tersebut, yang pasti langkah 
penyusunan KHI merupakan hasil kompromi antara pihak 
Mahkamah Agung dengan Departemen Agama yang kemudian 
didukung oleh banyak pihak. Bahkan presiden ikut mengambil 
prakarsa sehingga terbitlah SKB Ketua MA dan Menteri Agama 
yang membentuk proyek KHI ini. Lewat SKB yang tertanggal 21 
Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang 
penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam 
melalui Yurisprudensi itu, dimulailah kegiatan proyek tersebut 
yang berlangsung untuk jangka waktu dua tahun. Pelaksanaannya 
                                                             
10
 Ibid.  h.31 
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juga didukung oleh keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 
Desember 1985 dengan biaya sebesar 230.000.000,-. Hal ini 
mengindikasikan besarnya komitmen presiden dalam 
menyukseskan proyek tersebut. 11 
Secara umum, kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha 
untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama, 
dengan tujuan untuk merumuskan hukum material bagi 
Pengadilan Agama melalui usaha-usaha: 
a. Pengkajian kitab-kitab fikih 
b. Wawancara dengan para ulama 
c. Yurisprudensi Pengadilan Agama 
d. Studi perbandingan hukum dengan negara lain 
e. Lokakarya/Seminar materi hukum untuk Pengadilan 
Agama12   
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, sasaran hukum 
yang hendak dicapai dan dituju dari perumusan KHI adalah 
sebagai berikut: 
a. Melengkapi pilar Peradilan Agama 
Bahwa di samping adanya badan peradilan yang 
terorganisir berdasar kekuatan undang-undang, serta adanya 
organ pelaksana, fungsi peradilan harus ditopang pula dengan 
sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. 
Seperti diketahui, UU No. 1 tahun 1974  dan PP No. 9 tahun 1975 
hanya mengatur hal-hal pokok dalam perkawinan, belum 
mengatur secara menyeluruh penjabaran ketentuan-ketentuan 
                                                             
11
Ibid., h. 34. 
12
Ibid., h. 36 
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hukum perkawinan Islam. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya 
suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan atau 
mempertarungkan kitab fikih dan pendapat imam mazhab.  
b. Menyamakan persepsi penerapan hukum 
Dengan berpedoman pada KHI, para hakim diharapkan 
dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam. 
c. Mempercepat proses Taqr bi bainal Ummah 
KHI diharapkan dapat memperkecil pertentangan antar 
umat, khususnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, 
hibah, wasiat, wakaf dan warisan. 
d. Menyingkirkan paham privat Affair 
Bahwasanya KHI dapat menepis persepsi yang sering 
menilai beberapa tindakan hukum dalam Islam seperti 
perkawinan dan hibah sebagai urusan pribadi, urusan hubungan 
vertikal seseorang dengan Allah SWT.13 
 Mengkaji segi substansi dari KHI, setidaknya terdiri atas 
tiga buku. Buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan 
dan buku III tentang perwakafan. Kerangka sistematikanya, 
masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian 
untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang 
selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan, jumlah 
pasal-pasalnya sebanyak 229 pasal dengan distribusi yang 
berbeda-beda untuk masing-masing buku.  
                                                             
13
M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Hukum Islam: Memfositifkan 
Abstraksi Hukum Islam” dalam Mimbar Hukum, No. 5 tahun III, 1992 (Jakarta: 
Al-Hikmah dan DITBINBAPERA), h. 25-29.  
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Sebagai landasan atau dasar hukum keberadaan KHI adalah 
Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. 
Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk 
menyebarluaskan KHI yang telah disepakati tersebut. Selanjutnya 
pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama RI menerbitkan 
Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tentang Pelaksanaan 
Inpres RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang 
menyerukan seluruh instansi Departemen Agama dari instansi 
pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI 
tersebut.14  
Dengan demikian, sejak tanggal 22 Juni 1991, KHI resmi 
berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh 
instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam 
penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang 
perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan15. Meski bentuk 
formalnya hanya didukung oleh Instruksi Presiden, hal mana 
Instruksi Presiden termasuk produk regeeling berdasarkan TAP 
MPRS XX/ 1966. Hal lainnya, bahwa inpres ini ditindaklanjuti 
dengan suatu produk hukum dengan Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia. Karena itu, baik secara yuridis maupun secara 
sosiologis maka keberlakuan KHI ini mempunyai landasan yang 
mapan dalam kerangka negara hukum Indonesia. 
 
                                                             
14
Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut pertumbuhan 
Teori Hukum di Indonesia” dalam Mimbar Hukum No. 4 Tahun II, 1991(Jakarta: 
Al-Hikmah dan DITBINBAPERA), h. 4.  
15
M. Yahya Harahap, “Informasi materi Kompilasi Hukum Islam: 
Memfositifkan Abstraksi Hukum Islam “ dalam Cik Hasan Basri, Kompilasi 
Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1991), h. 37-38. 
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4. Unsur-Unsur Fikih dalam KHI 
Berpatokan pada kedua pengertian yang telah dipaparkan 
sebelumnya, ditambah dengan informasi mengenai proses 
penyusunan serta materi KHI, tampak bahwa KHI bisa 
dikategorikan sebagai sebuah bentuk fikih nusantara, karena di 
dalamnya memuat aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman 
bagi umat Islam dalam hal perkawinan, kewarisan dan 
perwakafan. Selain itu, eksistensinya merupakan sebuah hasil 
penemuan hukum dan pengkajian dari ulama-ulama Indonesia 
yang merupakan representasi dari ahli-ahli hukum Islam di 
berbagai wilayah nusantara. Selanjutnya KHI merupakan upaya 
meramu aturan-aturan hukum yang digali  dari berbagai kitab 
fikih dan disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dan hukum yang 
hidup dalam konteks kemodernan dan kenusantaraan. 
Amir Syarifuddin berpandangan sebagaimana dikutip 
Ahmad Rofiq, bahwa KHI merupakan puncak pemikiran fikih 
Indonesia, setidaknya hingga sekarang ini. Pernyataan tersebut 
didasarkan pada diadakannya lokakarya nasional yang dihadiri 
oleh para ulama atau ahli hukum Islam dari organisasi-organisasi 
Islam, ulama fikih dari berbagai perguruan tinggi, dari masyarakat 
umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fikih ikut 
dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai konsensus para 
(ulama) Indonesia.16  
KHI juga sering diistilahkan dengan fikih dalam bahasa 
perundang-undangan.17 Demikian menurut Busthanul Arifin. 
Sedangkan berdasarkan kajian Marzuki Wahid dan Rumadi 
                                                             
16
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, op cit., h. 25. 
17
 Ibid., h. 34. 
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terhadap KHI, beliau cenderung memakai istilah “Fikih Islam 
Berwawasan Pancasila”, suatu klasifikasi hukum Islam 
kontemporer ala Indonesia. Demikian disebutkan dalam buku 
mereka yang berjudul Fikih Mazhab Negara.18 
Eksistensi KHI sebagai fikih nusantara menjadi jelas, baik 
dari segi aspek teologis, maupun aspek landasan konstitusional, 
landasan yuridis, dan landasan sosiologi sebagai wujud upaya 
para ahli hukum Islam berbasis nusantara untuk melakukan 
kontekstualisasi fungsi hukum Islam sebagai norma yang 
membawa misi rahmatan lil alamin dalam rangka menjawab 
tuntutan arus informasi dan modernitas serta disesuaikan dengan 
kondisi sosial kemasyarakatan dan kultur masyarakat nusantara. 
Hal ini menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan 
hasil konstruksi penemuan hukum melalui penalaran ijtihad yang 
berkarakterkan negara hukum Pancasila berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha esa. 
 
B. KONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM PARA ULAMA 
DALAM PRODUK HUKUM ISLAM NUSANTARA 
 
Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai 
proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dari proses tersebut, 
tampak bahwa penyusunan KHI difasilitasi oleh negara atau 
pemerintah melalui lembaga Departemen Agama dan Mahkamah 
Agung. Namun jika ditelusuri, terbentuknya KHI antara lain 
                                                             
18
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara (Cet. I, Yogyakarta: 
LKis, 2001), h. 196. 
B u d i a r t i |  77 
 
didasarkan pada ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh 
beberapa tokoh terkemuka. Mereka ini telah melontarkan 
gagasan-gagasan pembaruannya dalam rangka menciptakan 
hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan, yakni sesuai 
dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut 
dapat dinilai sebagai pencetus fikih Indonesia. 
Tokoh-tokoh dan gagasan-gagasan mereka akan diuraikan 
satu-persatu dalam uraian di bawah ini19. 
1. Hazairin : Mazhab Nasional Indonesia 
 Hazairin adalah Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti diketahui, di 
antara sumbangsih beliau dalam pemikiran hukum Islam adalah 
upayanya mengintroduksi teori receptie exit. 
Hazairin merupakan penggagas pembentukan Mazhab 
Nasional, mazhab yang sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia dan kebutuhan zaman. Menurut beliau, hanya dengan 
menghilangkan taklid dan menggantinya dengan kebebasan 
berijtihad, kita dapat dengan sempurna mempertautkan hukum 
adat dengan kehendak Ilahi.20 
Seperti dalam pemikirannya  mengenai sumber utama 
hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunah dan bagaimana metode 
penetapan hukum terhadap suatu masalah, maka Hazairin 
menempatkan peran pemegang otoritas (ulul amri) pada posisi 
yang strategis. Penetapan hukum oleh pemegang otoritas (ulul 
amri) dilakukan bersama-sama dengan para ahli hukum Islam 
secara kolektif institusional (ijtihad kolektif) agar hasil penemuan 
                                                             
19
Lihat catatan kaki nomor 4.  
20
Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II (Cet. I, Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 551 . 
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hukum melalui  ijtihad yang ditetapkan oleh pemegang otoritas 
(ulul amri) ini secara otomatis akan menjadi produk peraturan 
perundang-undangan formal yang bersifat mengikat, sehingga 
apabila hasil ijtihad tersebut diikuti dan dipraktikkan oleh 
masyarakat luas, maka akan terbentuk mazhab baru hukum Islam, 
yaitu mazhab Indonesia.21 
Pemikiran lain dari Hazairin dalam hukum Islam antara lain 
adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Sistem 
kekeluargaan  (perkawinan dan kewarisan) dalam Alquran adalah 
bilateral. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan atas hasil 
telaah Hazairin terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan 
dalam Alquran. Hazairin meyakini bahwa Alquran adalah anti 
kepada masyarakat yang unilateral, yakni masyarakat yang 
berklan-klan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan 
patrilineal. Jadi, Alquran hanya meridai masyarakat yang bilateral. 
22Keyakinan tersebut diperoleh setelah mempelajari dengan 
saksama surat al-Nisa (4) ayat 23 dan 24 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
           
          
                                                             
21
Najib, Agus Moh. Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia : Menelusuri 
Pemikiran Ushul Fikih Hazairin. Jurnal Asy-Syir'ah. vol. 50, issue 1 (2016), h.1-
20. 
22
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia (Ed. VI, Cet. VIII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2000), h. 289-290. 
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       
        
                
            
              
                
              
            
Terjemahnya: 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang 
perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-
ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu 
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
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“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah 
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. 
dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) 
mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan 
untuk berzina. Maka istri-istri yang Telah kamu nikmati 
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan 
tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu 
telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.23  
 
Ayat tersebut bermakna mengenai larangan-larangan 
perkawinan. Di dalam ayat tersebut, Allah tidak melarang 
perkawinan caos cousins dan parallel cousins antara seorang laki-
laki dan seorang wanita. Ini mengandung makna bahwa tidaklah 
wajib melakukan perkawinan eksogami untuk mempertahankan 
clan (matrilineal dan patrilineal) dalam masyarakat unilateral 
serta tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan 
endogamy dalam clan atau usbahnya. Karena sistem kekeluargaan 
dalam Al-Quran adalah bilateral, maka asas kewarisan yang 
merupakan bagian sistem kekeluargaan harus bilateral pula. 24 
Tampaknya, ide itulah yang memotivasi pengakomodasian 
sistem bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni penempatan 
laki-laki dan perempuan secara serempak menjadi ahli waris. 
Seperti diketahui, pasal 174 KHI menyatakan: 
kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
1. Menurut hubungan darah: 
                                                             
23
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. III, Bandung: 
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golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-;laki, paman dan kakek. 
2. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan dan nenek. 
3. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: ibu, anak 
perempuan, saudara perempuan dan nenek 
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.25 
Masih terkait dengan hukum kewarisan, Hazairin juga 
melontarkan pemikiran mengenai ahli waris pengganti. Ide 
tersebut beliau angkat dari perbendaharaan Hukum Adat 
Indonesia. Ide itu dianggap baru karena tidak ditemukan dalam 
hukum kewarisan versi fikih. 
Hazairin dalam mengemukakan idenya didasarkan pada 
firman Allah surat al-Nisa (4) ayat 33 yang berbunyi: 
 
                  
          
Terjemahnya: 
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan 
                                                             
25
Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 19995), h. 419. 
 
82  | Konstruksi Penemuan Hukum Melalui Ijtihad 
 
pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu 
telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada 
mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 
sesuatu”.26.  
 
Menurut Hazairin, bahwasanya terjemahan ayat tersebut 
adalah bahwa bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali  
sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu, dan 
bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli 
waris dalam harta peninggalan sesama aqrabunnya. Jadi, bagian 
yang diterima oleh ahli waris pengganti, bukan karena statusnya 
sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si 
pewaris, tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu 
sedianya merupakan bagian yang diterima ayah atau ibunya.27 
Gagasan mengenai ahli waris pengganti tersebut, juga telah 
diakomodir dalam KHI sebagaimana termaktub dalam pasal 185: 
“Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si 
pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, 
kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. 
Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.28 
Gagasan ini dinilai lebih mencerminkan keadilan terhadap 
pihak-pihak yang harusnya mendapatkan keadilan. Dengan 
adanya aturan tersebut, maka pihak si anak dari orang tua yang 
meninggal dunia akan terhindar dari perilaku semena-semena si 
paman yang bermaksud menguasai semua harta sang kakek dan 
                                                             
26
 Departemen Agama RI, op. cit., h. 83. 
27
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , op.cit.,h. 419. 
28
 Zainal Abidin, op. cit., h. 351. 
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mengabaikan perasaan anak yang telah ditinggal mati orang 
tuanya.  
2. Hasbi Ash-Shiddiegy: Fikih Indonesia 
Hasbi Ash-Shiddiegy lahir di Lhokseumawe 10 Maret 1904 
dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau 
merupakan seorang ulama Indonesia, ahli Fikih dan Usul Fikih, 
Tafsir, Hadis dan Ilmu Kalam. Ia seorang anak dari ulama terkenal 
Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas’ud. 
Menurut silsilah, beliau merupakan generasi ke-30 dari keturunan 
Abu Bakar Al-Shiddiq, Khalifah Pertama.29 
Hasbi Ash-Shiddiegy merupakan seorang pemikir kenamaan 
Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman. 
Khusus dalam bidang hukum, beliau berpendirian bahwa syariat 
Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan 
masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan 
hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka 
mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam 
masyarakat. Olehnya itu, Hasbi melihat pentingnya upaya 
perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Umat 
Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan 
latar belakang sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia.30 
Ide tersebut mulai digelindingkan Hasbi pada sekitar tahun 
1940-an melalui artikelnya yang berjudul “Memudahkan 
Pengertian Islam”. Di dalamnya beliau menyatakan pentingnya 
pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok 
dengan kebutuhan bangsa Indonesia agar fikih tidak menjadi 
barang asing dan diperlakukan sebagai barang antik. Langkah 
                                                             
29
Abdul Aziz Dahlan, op. cit , h. 530. 
30
Ibid, h. 531. 
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tersebut berlanjut pada tahun 1948 melalui tulisannya yang 
berjudul “Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat”. Di 
dalam tulisan tersebut beliau menyatakan bahwa eksistensi 
hukum Islam pada tataran praktis telah sampai pada tingkat 
dekadensi yang klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak 
berarti dan tidak berdaya guna. Puncak dari gagasan beliau 
diketengahkan pada tahun 1961, saat berbicara pada Dies Natalies 
IAIN Sunan Kalijaga. Pada momen inilah beliau memberikan 
definisi fikih Indonesia melalui orasi ilmiahnya yang bertema 
“Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman.”31 
Rumusan fikih yang dikehendaki Hasbi, tidak harus terikat 
pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan 
pendapat (upaya konvergensi)  yang sesuai dengan keadaan 
masyarakat. Menurut beliau, hukum yang baik adalah yang 
mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, 
budaya, adat-istiadat dan kecenderungan masyarakat yang 
bersangkutan. Dalam konteks ini, beliau mengambil contoh 
terjadinya perubahan pendapat Imam Syafii dari qaul qad³m 
ketika di Iraq menjadi qaul jadid saat di Mesir yang disebabkan 
karena perbedaan lingkungan dan  adat-istiadat.32 
Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip 
maslahat mursalah yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan 
serta zadd al-dzariyat. Karenanya, menurut Hasbi, nass baru 
diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan 
tidak mendatangkan kemudaratan. Bila terjadi pertentangan 
                                                             
31
Mahsun Fuad, Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris 
Hingga Emansipatoris (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 64-66. 
32
Abdul Aziz dahlan. op. ci.t, h. 532. 
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antara nas dan kemaslahatan, maka pelaksanaan nas 
ditangguhkan oleh syara’ sendiri sampai kemudaratan itu hilang.33 
Dengan demikian, menurut beliau, maslahat merupakan 
prinsip yang harus dikedepankan dalam penetapan suatu hukum, 
agar hukum dapat memberikan nilai kemaslahatan bagi 
pemakainya. Di sinilah letaknya rahasia tasyrik. Dalam hal ini, 
tujuan syariat Islam bagi Hasbi adalah mewujudkan 
kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, menolak 
kemudaratan dan kemufsadatan serta mewujudkan keadilan yang 
mutlak. 
 Adapun Fikih Indonesia yang diinginkan Hasbi yakni fikih 
yang ditetapkan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai 
dengan watak dan tabiat Indonesia. Gagasan ini berangkat dari 
kondisi yang ada, di mana fikih yang berkembang dalam 
masyarakat Indonesia kala itu sebagiannya adalah fikih Hijazi, 
atau fikih Misri, yakni fikih yang terbentuk atas dasar adat-istiadat 
dan kebiasaan Mesir, atau fikih Hindi, yaitu fikih yang terbentuk 
atas ‘urf dan adat-istiadat yang berlaku di India. Pemberlakuan 
fikih-fikih tersebut didasarkan taklid, bangsa Indonesia belum 
mampu mewujudkan kemampuannya untuk berijtihad dalam 
rangka mewujudkan hukum fikih yang sesuai dengan kepribadian 
Indonesia.34 
Atas dasar hal tersebut, Hasbi menyerukan agar proses 
perumusan hukum Islam hendaknya memperhatikan kondisi 
objektif dan aspek-aspek atau pranata sosial kehidupan 
masyarakat Indonesia sehingga hasilnya nanti akan cocok dengan 
                                                             
33
Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya  
(Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 65-67. 
34
Ibid., h. 231. 
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keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Olehnya itu, dalam 
pelaksanaannya tidak  dibatasi dengan hanya menggunakan satu 
pendekatan saja.35 
Menurut Hasbi, untuk mewujudkan sebuah fikih yang sesuai 
dengan kultur keindonesiaan, bukan berarti hasil ijtihad ulama 
masa lalu harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan 
dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. 
Dengan demikian, pendapat ulama dari mazhab mana pun, asal 
sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat 
diterima dan diterapkan. Selanjutnya beliau merumuskan 
langkah-langkah dalam mewujudkan terbentuknya fikih 
Indonesia sebagai berikut: Pertama, ijtihad dengan klasifikasi 
hukum-hukum produk ulama masa lalu. Kedua, ijtihad dengan 
klasifikasi hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat 
kebiasaan dan suasana masyarakat di mana hukum itu 
berkembang. Ketiga, ijtihad dengan mencari hukum-hukum 
terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti transplantasi 
organ tubuh, bank air susu, dan lain-lain sebagainya. Dalam 
upaya-upaya ijtihad tersebut, beliau menawarkan model ijtihad 
kolektif.36 
Wujud nyata dari obsesi Hasbi untuk mewujudkan 
pembaruan tercermin pada pendapatnya dalam hukum-hukum 
praktis yang tampak berbeda dengan hukum yang telah ada 
sebelumnya, yakni hukum-hukum yang berlaku dalam 
masyarakat Indonesia. Di antara pemikiran-pemikirannya, yang 
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Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia (Ed. 
I, Cet. I, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 93. 
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paling menarik untuk dikaji adalah tidak adanya Shalat zuhur 
empat rakaat pada hari Jumat karena diganti dengan Shalat Jumat 
dua rakaat. Maka, menurut Hasbi, orang yang tidak sempat 
mengikuti jamaah Jumat karena sakit atau sebab lain, termasuk 
perempuan yang tidak wajib hadir berjamaah di masjid, harus 
tetap melaksanakan Shalat Jumat, berjamaah maupun sendiri-
sendiri. Dalam hal ini, berjamaah dan khotbah bukanlah rukun 
atau syarat sah Shalat Jumat. Pendapat tersebut didasarkan pada 
Alquran surat al-Jumuah (9) ayat 62. Menurut beliau, ayat 
tersebut mengisyaratkan bahwa Shalat tengah hari pada hari 
Jumat adalah Shalat. Jadi, tidak ada Shalat Zuhur. Beliau juga 
memiliki argumen-argumen lain untuk menguatkan pendapatnya 
itu.37  
Pemikiran Hasbi selanjutnya yang cukup aktual untuk dikaji 
adalah mengenai zakat. Menurutnya, zakat dapat saja dipungut 
dari non muslim untuk diserahkan kembali demi kepentingan 
mereka sendiri. Hal tersebut sebagaimana telah ditempuh khalifah 
Umar yang memberikan zakat kepada kaum zimmi. Selanjutnya 
beliau melihat perlunya upaya peninjauan ulang standarisasi 
ukuran nisab sebagai syarat wajib zakat dengan berpatokan pada 
ukuran emas. Beliau juga membolehkan pemungutan zakat secara 
paksa oleh pemerintah, serta pentingnya pembentukan dewan 
zakat yang berdiri sendiri. Demikian pula, keharusan 
pengaturannya dalam bentuk undang-undang agar berkekuatan 
hukum.38 
Pemikiran dan sikap Hasbi dalam merespons persoalan-
persoalan baru, menggunakan berbagai metode ijtihad dalam 
                                                             
37
 Nouruzzaman Shiddiqi op. cit., h. 179-180. 
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upaya menemukan hukum yang sudah mapan di kalangan yuris 
Islam dengan mengutamakan aspek kemaslahatan dengan 
mempertimbangkan latar sosial, kultur dan situasi, serta kondisi 
masyarakat. Kemudian hal tak kalah pentingnya adalah 
pertimbangan terhadap dinamika perkembangan arus informasi 
dan teknologi.  
 
3. Munawir Syadzali: Reaktualisasi Hukum Islam 
Reaktualisasi berasal dari kata dasar “aktual” yang 
mempunyai arti “baru dan sedang menjadi perbincangan umum, 
nyata dan sesungguhnya.” 39Jadi, reaktualisasi berarti penyegaran 
dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat40. Dalam hal ini, 
penyegaran atau tindakan untuk menjadikan aktual (baru, hangat) 
kembali41. Maka reaktualisasi ajaran Islam berarti penyegaran 
atau pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan umat 
Islam atas pedoman atau petunjuk dalam agama.42 
Khusus dalam hukum Islam, kata reaktualisasi menjadi 
sangat populer di Indonesia pada tahun 1985. ketika Munawir 
Syadzali melontarkan ide mengenai bunga bank dan pembagian 
warisan sama antara anak laki-laki dan perempuan. 
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M.D.J.Al-Barry dan Sofyan Hadi A.T., Kamus Ilmiah Kontemporer (Cet. 
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Ibid., h. 256. 
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Ide tersebut mendapat banyak respons dari berbagai 
kalangan, baik pro maupun kontra. Hal ini dapat dimaklumi , 
karena ketika itu Munawir menjabat Menteri Agama, ditambah 
cara melontarkannya dengan sangat menarik, dan materi yang 
dilontarkannya pun sangat aktual.43 
Ide peninjauan ulang atas institusi-institusi hukum Islam, 
khususnya kewarisan dan lembaga perbankan didasarkan atas 
pengamatan Munawir terhadap gejala sikap mendua masyarakat 
Indonesia dalam berbagai kasus penyelesaian kewarisan dan 
perbankan. Ia mensinyalir membudayanya kebijaksanaan 
preemptive44 dalam kewarisan, atau adanya istilah wasiat wajib 
seperti yang berkembang di Kalimantan Selatan. Sementara itu, 
dalam kasus perbankan masih diyakini secara umum bahwa  
bunga bank itu adalah riba yang hukumnya haram. Akan tetapi, 
sebagian kaum muslimin hidup dari bunga deposito, banyak sekali 
berhubungan dengan jasa perbankan, bahkan mendirikan bank 
dengan alasan darurat. Alasan ini dinilainya tidak relevan dengan 
firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 173 yang berbunyi: 
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Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar 
Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi (Cet. II, Bandung: Mizan, 1994), h. 143. 
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Preemprtive berasal dari bahasa Inggris “Pre-empt” yang berarti 
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Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XIII, Jakarta: Gramedia, 1996), h. 
443. Preemptive dalam konteks kewarisan, kepala keluarga sebelum meninggal 
terlebih dahulu membagikan sama besar kekayaannya kepada anak-anaknya 
(lelaki dan perempuan) sebagai hibah sehingga yang tersisa sedikit, malahan 
kalau perlu sudah habis. Jalaluddin Rahman, Metodologi Pembaruan : Sebuah 
Tuntutan Kelanggengan Islam, Orasi Pengukuhan Guru Besar di hadapan Rapat 
Senat Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, tanggal 3 Oktober 2001, h. 17. 
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                
         
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 
disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa 
dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”.45 
 
Maka, ia mengajak umat Islam Indonesia agar 
memberanikan diri untuk secara kolektif mencontoh sikap 
khalifah Umar dalam pengambilan keputusan-keputusan hukum 
yang pasti, tidak mendua, dengan bermodal akidah yang kuat 
serta memanfaatkan akal secara bertanggung jawab dan kejujuran 
kepada Islam.46 
Seperti diketahui, dalam Al-Quran telah ditegaskan 
perbandingan 2 : 1 dalam pembagian warisan antara anak laki-
laki dan perempuan, sebagaimana termaktub pada ayat surat al-
Nisa (4) ayat 11 yang berbunyi; 
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Departemen Agama, op cit., h. 26. 
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Juhaya S. Praja, “Pengantar” dalam Eddi Rudiana Arief dkk (Edit), 
Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Cet. I, Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 1991), h. xii. Selengkapnya lihat Muhammad Wahyu Nafis dkk 
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      
 
Terjemahannya: 
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan”.47 
Terhadap ayat di atas, Munawir secara tegas 
mengesampingkan arti teks tualnya. Munawir memandang bahwa 
nilai kemaslahatan dan adanya adat atau nilai baru yang timbul 
sehingga dibutuhkan reaktualisasi, yakni pembagian waris 1 : 1. 
Norma ini kini sudah dianut oleh Peradilan Agama, meski dalam 
batas adanya tuntutan kaum wanita untuk diperlakukan sama 
dengan saudara-saudaranya yang laki-laki dalam pembagian 
waris48. Hal tersebut sebagaimana diakomodir dalam pasal 183 
KHI: 
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing 
menyadari bagiannya.49 
Reaktualisasi pada dasarnya dimaksudkan modifikasi 
terhadap hukum waris dengan berlandaskan pada keyakinan 
bahwa hukum muamalah sangat terbuka buat penalaran 
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Departemen Agama, op  cit., h. 78. 
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Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muhammad 
Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Cet. I, Jakarta: Paramadina, 
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intelektual dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat. 
Munawir juga mendasarkan idenya kepada perubahan waktu, 
tempat, situasi, tujuan dan adat-istiadat.50 
Kaitannya dengan hal ini, hasil pengamatan terhadap 
pengadilan-pengadilan agama yang ada di Indonesia, tampak 
bahwa masalah warisan jarang dibawa ke muka pengadilan. Hal 
ini mengindikasikan bahwa masalah kewarisan lebih banyak 
diputuskan secara kekeluargaan. Dengan demikian, sangat 
terbuka peluang untuk dilakukan secara damai berdasarkan 
persaudaraan dan saling pengertian dari masing-masing pihak. 
 
4. Ibrahim Hosin: Memfikihkan Nas Qat’iy 
 
Ibrahim Hosen adalah salah satu pakar fikih Indonesia yang 
cukup terkemuka. Hosen pernah menjabat guru besar Fakultas 
Syariah IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Pemikirannya tentang pembaruan hukum Islam dimunculkan 
untuk menyambut gagasan Munawir. Dasar pemikiran beliau 
adalah bahwasanya ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak 
semuanya tercantum secara tegas dalam nas. Maka, perlu upaya 
penemuan hukum dengan melakukan penalaran ijtihad dalam 
menghadapi berbagai persoalan baru, dengan berdasarkan pada 
pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan 
dalam Ilmu Usul Fikih.51 
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 Jalaluddin Rahman, op. cit., h. 18. 
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Ibrahim Hosen, “Menyongsong Abad ke-21: Dapatkah Hukum Islam 
Direkaktualisasikan? Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 12 
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Kaitannya dengan upaya ijtihad tersebut, menurut Hosen, 
“diperlukan beberapa langkah sebagai berikut: 
1. Memasyaratkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih 
terbuka 
2. Menggalakkan pengkajian di dalam bidang usul fikih, 
fikih muqaranah, siyasat syar’iyat, dan hikmah tasyri’ 
3. Menggalakkan pendapat yang mengatakan bahwa 
orang tidak harus terikat dengan salah satu mazhab 
4. mengembangkan toleransi dalam bermazhab dengan 
mencari pendapat yang paling sesuai dengan 
kemashlahatan”.52 
 
Terkait dengan hal tersebut, Hosen terlebih dahulu 
membuat kategorisasi antara syariah dan fikih. Syariat adalah 
hukum Islam yang ditetapkan oleh nas Alquran dan Sunah yang 
qat’iy al-dhalalah atau maa’ulima min al-din bi al-dharurah atau 
mujma’ alaih. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang 
dilahirkan dari dalil Alquran dan Sunah yang kata-kata dan 
redaksinya berstatus zhanni al-dhalalah karena mengandung 
penafsiran atau pentakwilan, demikian pula yang diperoleh 
melalui ijtihad bi al-ra’yi. Maka, berdasarkan kategorisasi ini, 
berarti hukum Islam kategori syariat jumlahnya relatif lebih 
sedikit dibandingkan dengan kategori fikih. Dengan demikian, 
lapangan ijtihad sangat luas. Selanjutnya beliau menegaskan 
beberapa aspek yang terkait dengan fikih, yaitu kebenarannya 
nisbi, wataknya berbeda, elastis dan dinamis, tidak mengikat, 
harus menjadi rahmat, mengutamakan kemaslahatan serta 
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adanya campur tangan pemerintah53. Sehingga semakin teranglah 
bahwa memang sangat  terbuka peluang untuk melakukan 
pembaruan di dalamnya. 
Namun, suatu hal yang menarik, setelah melakukan 
kategorisasi sebagaimana dipaparkan di atas, Hosen justru 
melontarkan gagasan tentang kemungkinan memfikihkan nas 
qath’iy. Menurut Hosen, penetapan qath’iy atau zhanniy atas suatu 
nas atau hukum oleh ulama terdahulu tampaknya ditentukan 
melalui penelitian dan ijtihad. Jika demikian halnya, maka 
mungkin saja ditemukan beberapa nas atau hukum yang dahulu 
statusnya dinilai qath’iy dari segala segi, akan tetapi bukan tidak 
menutup kemungkinan ia mengandung dimensi-dimensi zhanniy. 
Sehingga masih terbuka kemungkinan untuk difikihkan.54 
Sebagai contoh, Hosen mengemukakan hadis Nabi yang 
dalalahnya qath’iy mengenai penyucian bekas jilatan anjing yang 
harus dibasuh dengan air tujuh kali dan satu kali dengan tanah. 
Berdasarkan hadis ini, para ulama dahulu memandang cara 
penyucian seperti itu ta’abbudi, sehingga tidak bisa diganti 
dengan cara lain, misalnya dengan sabun atau karbol. Namun, jika 
hal tersebut dipandang sebagai ta’aqquli, bahwa penyucian 
dengan tanah bertujuan untuk memusnahkan bakteri atau kuman, 
maka tentu fungsi tanah dapat digantikan dengan alat lain yang 
dinilai lebih dapat membasmi kuman atau bakteri tersebut, 
seperti sabun atau karbol.55 
Contoh lain adalah mengenai hukum had. Berdasarkan 
bunyi nas, dengan pendekatan melalui teori jawaabir, ulama 
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dahulu berpendirian bahwa hukuman bagi pelaku zina mesti 
dirajam (muhsan) atau didera seratus kali (ghair muhsan). Jadi, 
hukuman yang ditetapkan nas dipandang ta’abbudi. Namun, jika 
mau dipandang sebagai ta’aqquli, maka hukuman tersebut bisa 
saja diganti dengan hukuman bentuk lain. Inilah yang dikenal 
dengan pendekatan melalui teori zawajir, bahwa hukuman 
dijatuhkan untuk membuat jera pelakunya dan menggugah 
kesadaran orang lain.56 
Tampak jelas bagi Hosen, bahwa model atau bentuk 
hukuman tertentu tidak mutlak diberlakukan, namun bisa saja 
dikontekstualkan dengan menurut kebutuhan serta 
perkembangan sosial yang ada. Dengan demikian, jika dibawa ke 
skala yang lebih luas, bisa ditegaskan bahwa masyarakat 
Indonesia memiliki peluang untuk melakukan pengembangan-
pengembangan di bidang hukum yang sesuai dengan kultur atau 
kondisi masyarakatnya.  
Sekalipun demikian, Hosen mengingatkan bahwa tidak 
semua nas atau hukum berstatus qath’iy dapat difikihkan. Hal-hal 
yang sudah pasti seperti kewajiban Shalat, zakat, puasa dan 
ibadah haji, ke semua itu tidak dapat difikihkan karena memang 
tidak dapat difilsafatkan.57 
Dengan demikian, hal–hal yang terkait dengan ibadah 
cenderung bersifat tetap, sedangkan yang terkait dengan bidang 
muamalah, itulah yang banyak menjadi objek pembaruan. Hal ini 
disebabkan karena  tata kehidupan manusia terus mengalami 
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perkembangan yang otomatis menuntut adanya penyesuaian-
penyesuaian dalam bidang hukum yang mengaturnya. 
 
5. Ali Yafie dan Sahal Mahfuz: Fikih Sosial 
Ali Yafie dan Sahal Mahfuz dikenal sebagai tokoh yang 
memperkenalkan wacana fikih sosial. Padahal, keduanya 
merupakan tokoh intelektual berbasis tradisional. Banyak yang 
menilai, langkah mereka dimotivasi oleh maraknya wacana yang 
cenderung memarginalkan fikih klasik. Melalui elaborasi yang 
komprehensif, mereka berupaya menggali khazanah fikih klasik 
untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah reformulasi 
kontekstual masyarakat modern.  
Fikih sosial (al-fiqh al-ijtim’iy ) menekankan kajiannya pada 
aspek ajaran tentang hubungan antar sesama manusia, yakni 
individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat 
lainnya. Dalam hal ini, fikih sosial merupakan fikih yang 
berdimensi sosial atau fikih yang dibangun atas dasar hubungan 
antar individu atau kelompok di dalam masyarakat.58 
Bagi Ali Yafie dan Sahal Mahfuz, fikih yang ada sekarang ini 
telah cukup  memadai secara materi.  Hanya saja, sistem penyajian 
dan reformulasinya menemui kendala-kendala. Selain itu, anomali 
penilaian yang hampir menjadi patologi sosial, disebabkan oleh 
kelaziman dalam mengimplementasikan fikih yang sering kali 
hanya berkutat pada dimensi ibadah saja, itu pun tidak utuh. 
Padahal, aspek ibadah hanya seperempat dari keseluruhan 
                                                             
58
Mahsun Fuad, op. cit., h. 109. 
B u d i a r t i |  97 
 
kandungan fikih, karena ia meliputi juga bidang muamalat, 
munakahat dan jinayah.59  
Dengan demikian, dibutuhkan reformulasi fikih untuk 
dibahasakan dengan bahasa masa kini atau disesuaikan dengan 
kebutuhan kontemporer agar bisa menjawab masalah-masalah 
kekinian. Terlebih fikih memiliki cakupan luas yang menyentuh 
hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup 
kehidupan pribadi maupun dalam lingkup kehidupan sosial 
kemasyarakatan. 
Menurut Sahal Mahfuz, dalam fikih memang harus selalu 
dilakukan pengembangan-pengembangan. Yang namanya fikih itu 
bukan paten. Fikih adalah hasil ijtihad. Fikih adalah hukum yang 
digali mujtahid yang terkait dengan amaliah dan perilaku 
manusia.60 Kaitannya dengan hal ini, upaya pengembangan fikih 
bisa dilakukan melalui komponen yang dimiliki fikih itu sendiri 
yakni Usul Fikih dan Qawid al-Fiqhiyah. Kedua komponen ini tetap 
relevan untuk digunakan membangun fikih masa kini, karena 
ruang  lingkupnya menjangkau dan mayoritas kaidahnya 
diciptakan secara global.61  
Dengan demikian, bisa dipahami bahwa konstruksi fikih 
sosial Sahal Mahfuz bertumpu pada hal-hal sebagai berikut: 
pertama, ajaran syariat Islam yang telah diuraikan oleh fikih 
dalam komponen-komponen ibadah, muamalah, jinayah, 
munakahat, dan jihad. Komponen-komponen tersebut merupakan 
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sarana mencapai kesejahteraan hakiki bagi manusia di dunia dan 
di akhirat. Kedua, komponen-komponen tersebut merupakan 
indikasi bahwa manusialah yang menjadi sasaran syariat Islam. 
Oleh karena itu, segala pertimbangan hukum harus bermuara 
pada terciptanya kemaslahatan umum yang bersifat sosial 
obyektif. Ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan umum 
tersebut, dibutuhkan kontekstualisasi teks-teks fikih yang semula 
bersifat legal formalistik menjadi lebih bernuansa pemaknaan 
sosial.62 
Pendapat senada dikemukakan oleh Ali Yafie. Menurut 
beliau, membangun harmoni antara yang lama dengan yang baru 
merupakan langkah yang paling adekuat dan arif untuk 
mengembangkan fikih. Hal ini karena fikih telah begitu mapan dan 
menyatu dengan masyarakat. Begitu dominannya, fikih telah 
menjadi wujud paling nyata dalam perwujudan kehidupan umat 
Islam.63 
Menelaah inti sari pemikiran dari kedua tokoh tersebut, 
tampak semakin jelas bahwa keduanya terobsesi untuk 
memberdayakan fikih sebagai produk hukum Islam melalui 
sebuah reformulasi yang disesuaikan dengan tuntutan dunia 
kontemporer dengan tetap mengacu pada khazanah keilmuan 
Islam klasik yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama masa lampau.  
Bahwasanya upaya pembaruan yang dilakukan tidak berarti harus 
menghapus sama sekali warisan keilmuan masa lalu, terlebih jika 
hal itu masih relevan untuk diterapkan di masa kini. 
                                                             
62
Sumanto al-Qurtub, Sahal Mahfuz: Era Baru Fikih Indonesia (Cet. I, 
Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 162. 
63
Mahsun Fuad, op. cit., h. 112. 
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Konstruksi penemuan hukum melalui ijtihad adalah 
perbincangan tentang praktik penemuan dan penetapan hukum 
dengan mengoptimalkan penalaran ijtihad dalam era globalisasi 
industri informasi. Kompleksitas suatu permasalahan, 
memerlukan  pelaksanaan ijtihad secara kolektif institusional 
(Ijtihad Addariyah) yang tidak hanya ditopang oleh ahli hukum 
atau ahli usul fikih saja. Namun harus dengan berbagai ahli 
berbasis multi disiplin keilmuan yang variatif.  
Buku ini mendeskripsikan konstruksi penemuan hukum 
sejak yang telah diimplementasikan pada era Nabi Muhammad 
Saw., era Sahabat, generasi tabiin hingga pada kemapanan 
metodologis para yuris Islam (fuqaha) atau imam mujtahid.  
Kemudian melakukan konstruksi penemuan hukum melalui 
ijtihad dalam konteks produk pemikiran hukum Islam di 
Indonesia.  
Secara empiris, tradisi hukum Islam telah dipraktikkan 
sebagai suatu sistem hukum secara elastis dan fleksibel di Negara 
Republik Indonesia sebagai negara berpendudukan Islam terbesar 
di dunia, bahkan sejak dari beberapa kerajaan berdaulat di 
nusantara hingga diproklamirkannya suatu negara modern. 
 
